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Salam Pembuka!

Kobaran semangat ASIAN GAMES 2018 belum pudar meski perhelatannya
telah usai akhir September lalu. Indonesia, kembali bergemuruh dengan
adanya ASIAN PARA GAMES 2018 yang diselenggarakan pada 6 Oktober
- 13 Oktober 2018 lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan
Rakyat, kembali dipercaya untuk mempersiapkan venue kegiatan ASIAN
PARA GAMES 2018. Berbagai Fasilitas, sarana dan prasarana pendukung
untuk atlet dan pengunjung disabilitas di perbaiki untuk mempermudah
mobilitas mereka.

Tidak mau ketinggalan, dalam Edisi ke Lima Tahun 2018 ini Buletin
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR pun turut
bersemangat memberikan pembinaan bagi tenaga kerja konstruksi
Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti
melakukan sertifikasi kepada kurang lebih 7.000 tenaga kerja konstruksi
di Wilayah Jakarta,Banten dan Jawa Barat. Hal ini juga merupakan amanah
langsung oleh Bapak Presiden RI untuk mempersiapkan pengembangan
sumber daya manusia termasuk di bidang konstruksi.

Selain di Jakarta, Ditjen Bina Konstruksi juga melakukan kegiatan serupa
untuk sekitar 700 orang tenaga kerja konstruksi yang bekerja di proyek
pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung. Pembinaan
kompetensi merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan tenaga kerja
konstruksi Indonesia agar mampu bersaing dengan tengah persaingan
global. Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi Kementerian PUPR melatih 100 warga binaan lembaga
pemasyarakatan di LP Cipinang kelas | Jakarta. Meski bukan yang pertama
kali, namun kegiatan ini mengalami peningkatan jumlah peserta dimana
sebelumnya hanya diikuti oleh 30 orang warga binaan.

Pada edisi kali ini pula, Tim Redaksi memberikan tambahan bacaan
bagi para pembaca Buletin Konstruksi Indonesia dengan memberikan
informasi tentang tata kelola kerjasama pemerintah dan badan usaha
seperti skema, prinsip dan langkah-langkah kunci dalam tata kelola KPBU.
Mengeksplorisasi skema KPBU melalui Available Payment juga bisa
menjadi tambahan informasi pembaca setia buletin Konstruksi Indonesia.

Selanjutnya, tulisan laporan investigativ bagaimana kiprah Ditjen Bina
Konstruksi yang turut menjadi bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca Gempa di provinsi Nusa Tenggara Barat jangan sampai dilewatkan.
Kami juga menyiapkan suguhan ringan tentang kebijakan dan kelayakan
Aparatur Sipil Negara,penjaminan mutu sertifikasi tenaga kerja konstruksi,
dan lain sebagainya. Semoga dengan bacaan-bacaan menarik ini dapat
menambah informasi terutama tentang perkembangan konstruksi di
Indonesia. Selamat Membaca...!

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dewan Redaksi: Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi;
Direktur Bina Investasi Infrastruktur; Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kelembagaan
dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Direktur Kerja sama dan
Pemberdayaan. Pemimpin Umum: Hambali. Pemimpin Redaksi: M. Aldenny. Penyunting / Editor: Indri Eka
Lestari, Mirza Ayu Anindita, Kristinawati Pratiwi Hadi, Hari Mahardika. Redaksi Sekretariat: Thyoria Mariska
Girsang, Agus Raharyo, Emy Zubir, Vita Puspitasari,Maria Ulfa. Administrasi dan Distribusi: Tri Berkah, Agus
Firngadi. Desain dan Tata Letak: Dagu Komunika. Fotografer: Sri Bagus Herutomo.
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SERTIFIKASI TENAGA KONSTRUKSI
TINGKATKAN DAYA SAING JASA KONSTRUKS|
INDONESIA DI MANCANEGARA

residen Rl Joko Widodo pada awal

September 2018 lalu mengatakan

bahwa keberhasilan dalam penye-

lenggaraan Negara dan Peme-
rintahan ditentukan oleh keberhasilan
dalam membangun manusia Indonesia
yang berkualitas, yaitu manusia yang
mampu belajar sepanjang hayat agar dapat
menyesuaikan diri dengan zaman yang
berubah serba cepat. Hal tersebut sejalan
dengan tahapan besar kedua yang akan
dilakukan pemerintah, yaitu membangun
sumber daya manusia (SDM), setelah
tahapan besar pertama berupa pemba-
ngunan infrastruktur telah dimulai.

Menurut  Presiden, fondasi-fondasi
untuk meningkatkan daya saing bangsa
itu kuncinya ada di SDM. "Kita ini memiliki
kapasitas terpendam. Punya kekuatan ter-
pendam tapi belum dibangkitkan. Jangan
dipikir anak kita kalah dengan bangsa lain,
contohnya saja prestasi atlet-atlet Indo-
nesia di Asian Games 2018 yang jauh mela-
mpaui target yang diberikan, yaitu men-
duduki peringkat empat dalam perolehan
medali”, ujar Presiden RI.

Sejalan dengan arahan Presiden RI
tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen
Bina Konstruksi kembali menyelengga-
rakan pelatihan dan sertifikasi
pekerja konstruksi tingkat
terampil  yang  diikuti

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Terbukti sebanyak
400 tenaga

kerja konstruksi
Indonesia yang
sudah bersertifikat
dapat bekerja dalam
provek infrastruktur
di Aljazair dalam
pembangunan rumah
dan jalan.
|

sebanyak 7.687 peserta. Pekerja konstruksi
yang mengikuti sertifikasi kali ini vyaitu
tukang, mandor, drafter, surveyor, pelaksana
dan pengawas proyek. Diharapkan dengan
adanya kegiatan ini akan menjadi pen-
dorong kualitas dan kuantitas tenaga kerja
konstruksi bersertifikat yang hingga saat
ini baru sekitar 6 % dari total 7 juta tenaga
kerja konstruksi.

Sekretaris  Jenderal ~ Kementerian
PUPR Anita Firmanti saat mewakili Men-

teri PUPR Basuki Hadimuljono membuka
acara Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja
Konstruksi dan Bimbingan Teknis Keahlian
Konstruksi Tahap Il Tahun 2018 di Kantor
Balai Jasa Konstruksi Wilayah Jakarta, Senin
(3/10/2018), mengatakan peningkatan
tenaga konstruksi yang bersertifikat meru-
pakan salah satu tantangan pembinaan jasa
konstruksi ke depan.

“Tantangan  utama  pembangunan
infrastruktur saat ini adalah peningkatan
daya saing dan keunggulan kompetitif pada
sektor konstruksi. Untuk menjawab tan-
tangan tersebut perlu peran aktif pemangku
kepentingan jasa konstruksi untuk siner-
gikan kekuatan nasional dalam rangka per-
tahankan pasar nasional dan merebut pasar
konstruksi regional; ujar Anita.

Sertifikasi tenaga konstruksi juga bertu-
juan agar tenaga kerja konstruksi memiliki
daya saing dalam kompetisi global. Diharap-
kan seluruh pekerja konstruksi Indonesia
harus mengikuti uji kompetensi dan serti-
fikasi, agar terjamin kualitas pekerjaannya
dan disiplin mengikuti Standar Operasional
Prosedur (SOP) sehingga memenuhi standar
mutu internasional.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen
Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif
Burhanuddin mengatakan sertifikasi tenaga
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konstruksi yang selama ini terus didorong
Kementerian PUPR telah terbukti diakui di
tingkat Internasional. “Terbukti sebanyak
400 tenaga kerja konstruksi Indonesia yang
sudah bersertifikat dapat bekerja dalam
proyek infrastruktur di Aljazair dalam pem-
bangunan rumah dan jalan. Semuanya itu
merupakan hasil sertifikasi yang dilakukan
Kementerian PUPR dan Lembaga Pengem-
bangan Jasa Konstruksi (LPJK), ujar Syarif.
Selain merupakan amanat Undang-
Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun
2017 Pasal 70 yang mengatur bahwa setiap
pekerja konstruksi yang bekerja di sektor

konstruksi wajib memiliki sertifikat kom-
petensi kerja, sertifikasi juga diperlukan
untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja
konstruksi yang diakibatkan oleh kurang
terampilnya SDM yang ada.

“Sertifikat membuktikan bahwa tenaga
kerja kita itu kompeten dibidangnya. Se-
hingga kualitas pekerjaan yang kita harap-
kan bisa terjamin.Kita memerlukan program
percepatan perogram sertifikasi yang bukan
hanya dilakukan oleh Balai di Jakarta saja,
tetapi di seluruh balai yang ada di Indonesia
bekerjasama dgn LPJKN dan LPJKP di setiap
provinsi; kata Syarif.

Ketua Penyelenggara yang juga sebagai
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Il
Jakarta, Riky Aditya Nazir menyebutkan
bahwa sertifikasi tersebut diselenggarakan
di 110 Lokasi Proyek dari tanggal 17 Sep-
tember s/d 5 Oktober 2018 di wilayah DKI
Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebanyak
dua tahap. Kegiatan ini juga diikuti pekerja
konstruksi yang bekerja pada sejumlah
proyek Padat Karya Kementerian PUPR dan
sejumlah tenaga Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Umum (PPSU) dari setiap Kelu-
rahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain sertifikasi, juga diselenggarakan
pelatihan Bimtek Keahlian Konstruksi

yang diikuti oleh 429 orang peserta dari
Kementerian PUPR maupun perusahaan
konstruksi. Bimtek dengan materi 4 bidang
keahlian konstruksi yaitu, Manajemen Kon-
struksi  (MK), Administrasi Kontrak (AK),
Sistem Manajemen Keselamatan dan Ke-
sehatan Kerja (SMK3), serta Beton Pracetak
Prategang Jalan Layang/Elevated.

Hadir pada kesempatan tersebut
Direktur Bina Investasi Infrastruktur Mas-
rianto, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi Sumito, Direktur Bina Kelemba-
gaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Bas-
tian Sodunggaron Sihombing, Direktur Bina
Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Ober Gultom, Direktur Kerjasama dan Pem-
berdayaan Dewi Chomistriana, dan Kepala
Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawi-
djaja.

Kegiatan ini juga diikuti pekerja kon-
struksi yang bekerja pada Proyek-Proyek
Padat Karya Kementerian PUPR (Program
KOTAKU dan PISEW di Provinsi DKI Jakarta,
Banten, dan Jawa Barat). Selain itu pada ke-
giatan ini juga diikuti tenaga Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari
setiap Kelurahan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Adapun rincian pesertanya adalah
sebagai berikut :

Peserta Sertifikasi Tenaga Terampil
Konstruksi dari Proyek APBN Internal
PUPR Termasuk Program Padat Karya di
wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten dan
Jawa Barat sebanyak : 2.740 Peserta;

Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil
dari Proyek Badan Usaha Jalan Tol (BUIT)
sebanyak 992 Peserta;

Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil
dari Proyek APBD DKl Jakarta,Jawa Barat,
dan Banten sebanyak 1.254 Peserta;

Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil
dari Proyek Swasta di DKI Jakarta, Jawa
Barat, dan Banten sebanyak 232 Peserta;

Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil
dari Petugas Penanganan Prasarana
Sarana Umum (PPSU) di setiap Kelu-
rahan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak
1.000 Peserta;

Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil
Petugas Pemeliharaan dan Operasional
Infrastruktur ke PU an Kota Tangerang
sebanyak 540 Peserta;

Peserta Bimbingan Teknis Keahlian Kon-
struksi sebanyak 429 Peserta;

Peserta Sertifikasi Ahli Muda (SKA) Muda
Fresh Graduate dari Perguruan Tinggi
(baik hasil dari SIBIMA dan yang belum
melalui SIBIMA) dari Perguruan Tinggi
di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten
direncanakan sebanyak 500 Peserta’
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DIRJEN BINA KONSTRUKSI -
“UNTUK MEMBANGUN KEMBALI
MASYARAKAT PASCA BENCANA, UTAMAKAN
KUALITAS JANGAN HANYA KUANTITAS

#v Indri Eka Lestari

irektur Jenderal Bina Konstruksi
Syarif Burhanuddin di dampingi
oleh Direktur Kerjasama dan
Pemberdayaan Dewi Chomis-
triana, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah
IV Surabaya Edi Irwanto dan Kepala Balai
Material dan Peralatan Konstruksi Tolhas
Sidabutar melakukan tinjauan di workshop
pembuatan panel yang menjadi material
pembangunan RISHA oleh PT Istaka Karya
(Persero) pada Jumat (05/10) di Sumbawa.
Syarif menyampaikan agar produk-
produk yang dihasilkan PT Istaka Karya
(Persero) sesuai dengan standar mutu yang
ada.Jangan sampai karena kebutuhan yang
tinggi produk yang dihasilkan menjadi asal-
asalan.

Pemerintah membangun kembali untuk
masyarakat pasca bencana gempa, terutama
sarana dan prasarana mereka, harus berikan
yang terbaik. Utamakan kualitas jangan hanya

kuantitas.

“Kita membangun kembali untuk
masyarakat pasca bencana gempa, terutama
sarana dan prasarana mereka, harus berikan
yang terbaik. Utamakan kualitas jangan
hanya kuantitas. Produk-produk yang sudah
siap sebaiknya segera dikerjakan pem-
bangunannya agar minat masyarakat ikut
bertambah untuk menggunakan RISHA.

Dengan adanya contoh nyata dari program
RISHA ini diharapkan yang lainnya meng-
ikuti” Ungkap Syarif

Pada lokasi yang sama juga dilaksa-
nakan Pelatihan dan Uji Sertifikasi tenaga
kerja terampil konstruksi oleh Kementerian
PUPR melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah
IV Surabaya Ditjen Bina Konstruksi kepada
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50 peserta yang berasal dari masyarakat
Pato Tano Sumbawa dan TNI. Para peserta
mendapat arahan langsung oleh assesor
dari LPJK Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bencana alam gempa tektonik yang
melanda Kota Lombok dan sekitarnya
membuat masyarakat mengalami kerugian
baik materil maupun non materil. Tercatat
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di wilayah Sumba sendiri sebanyak 2.353
rumah rusak di Sumbawa akibat gempa.
Solusi yang ditawarkan pemerintah untuk
membangun RISHA yaitu rumah instan
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sederhana dan sehat yang sudah teruji
mampu menahan gempa.

Seperti cerita Pak Hernan (55), salah
satu masyarakat Sumbawa yang rumahnya
mengalami kerusakan. Pak Hernan ingin
mempelajari lebih dalam tentang teknologi
RISHA ini. Meskipun bahan terkesan ringan,
namun kokoh terutama dalam menghadapi
gempa, hal tersebut menarik perhatiannya.
Berbekal dari pengalaman yang sudah ia
peroleh sebagai tenaga kerja konstruksi
Pak Hernan berharap mampu membangun
rumah yang aman dan nyaman bagi kelu-
arga dan masyarakat Kota Sumbawa yang
rawan gempa.

Menurut  Budi, seorang Aplikator PT
Istaka Karya, dalam satu hari workshop ini
mampu menghasilkan 80 panel dengan
pengerjaan tim yang beranggotakan 4
orang. PT Istaka Karya (Persero) sendiri
berharap para tenaga kerja terampil yang
lulus dalam pelatihan ini dapat bergabung
dengan PT Istaka Karya (Persero) untuk bisa
bersama-sama memenuhi kebutuhan panel
yang diperlukan dalam pembangunan
RISHA.

Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Kementerian PUPR yang sebelumnya di
berangkatkan untuk menjadi instruktur pro-
gram RISHA ini juga berkesempatan ber-
temu dengan Dirjen Bina Konstruksi Syarif
Burhanuddin. CPNS ini merupakan bagian
dari program Kementerian yang mem-
berangkatkan 400 CPNS di akhir Agustus
2018 lalu. Menurut CPNS ini banyak
warga yang ingin menggunakan teknologi
tersebut. Namun, masih terkendala pada
pembiayaan, pengiriman bahan material
dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi.

“Kendala-kendala yang ada dilapangan

BERITAUTAMA

harus segera dilaporkan agar bisa mendapat
solusi secepatnya.Jangan lupa untuk selalu
mensosialisasi program RISHA ini dan men-

jadi wakil pemerintah bagi masyarakat”

Jelas Syarif

Syarif menambahkan pemantauan data
juga harus terus dilakukan. Panel-panel
yang sudah siap agar segera di kirimkan
pada titik-titik lokasi yang sudah di ten-
tukan. Koordinasi dan komunikasi juga

Di lokasi yang sama
juga dilaksanakan
Pelatihan dan Uji
Sertifikasi tenaga kerja
terampil konstruksi
oleh Kementerian
PUPR melalui Balai
Jasa Konstruksi
Wilayah IV Surabaya
kepada 50 peserta
vang berasal dari
masyarakat Pato Tano
Sumbawa dan TNI.

harus terus terjalin agar mampu menyele-
saikan target yang sudah di tentukan.

Diharapkan secepatnya pembangun-
an RISHA ini segera direalisasikan agar
masyarakat yang tinggal di daerah rawan
gempa bisa merasa lebih aman. Peran aktif
masyarakat juga sangat penting untuk
bersama-sama membangun kembali ke-
nyamanan dan mengurangi trauma yang
akibat gempa’

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR
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Kementerian PUPR Bangun Kembali
Kota Lombok Melalui Pelatihan
Tenaga Kerja Konstruksi

#9 Indri Eka Lestari

asca Gempa Tektonik yang me-

landa Lombok pada bulan Juli

lalu yang menyebabkan ribuan

masyarakat harus kehilangan
tempat tinggal, Pemerintah melalui Kemen-
terian PUPR terus melakukan berbagai
langkah nyata untuk memberikan solusi
bagi masyarakat. Salah satu upaya nyata
tersebut yaitu pembangunan rumah instan
sederhana dan sehat (RISHA). Hingga berita
ini diturunkan, berdasarkan hasil sementara
kebutuhan unit RISHA untuk fasos, fasum,
dan rumah tinggal, telah berhasil dibuat
lebih dari 90.000 unit RISHA.

Melihat  banyaknya  pembangunan
tersebut Masyarakat Lombok dan seki-
tarnya tidak mau tinggal diam. Sebanyak
560 masyarakat yang berasal dari Kota
Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok
Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sum-
bawa,dan Sumbawa Barat bersama TNI dan
para CPNS Kementerian PUPR mengikuti
Kick Off Pelatihan Tenaga Terampil Kon-
struksi Bidang Pembesian, Bidang beton
dan Installer pada program rumah instan
sederhana dan sehat, pada Kamis (04/10) di
Lombok.

“Dengan menggunakan teknologi RISHA
waktu pembangunan instalasi sepuluh kali
lebih cepat, dan menggunakan tenaga kerja

konstruksi yang juga lebih sedikit yaitu
hanya memerlukan 4 orang pekerja”. Ujar
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kemen-
terian PUPR Syarif Burhanuddin yang mem-
berikan sambutan dalam acara Kick Off ini.

Syarif menambahkan, melalui teknologi
ini kualitas mutu lebih terjamin, terukur
dan terkonsentrasi pada proses produk-
sinya. Konsumsi bahan material juga lebih

-
"\-_

hemat sekitar 60% sehingga lebih ramah
lingkungan. Pembangunannya bisa dikem-
bangkan secara horizontal maupun ver-
tikal hingga dua lantai. Menilik pada peta
zonasi gempa terbaru tahun 2017, wilayah
Pulau Lombok dan Sumbawa masuk dalam
zona paling rawan. Rumah Instan Seder-
hana dan Sehat ini cocok dengan kondisi
Kota Lombok yang rawan gempa, karena
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teknologi ini lebih tahan terhadap gempa.
Selain itu, penggunaan teknologi RISHA
dapat mendorong terbukanya peluang la-
pangan pekerjaan baru bagi UKM terutama
di sektor industri komponen bahan ba-
ngunan.

RISHA merupakan teknologi rumah
tahan gempa yang dikembangkan oleh para
peneliti di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat. Tidak seperti rumah
pada umumnya, RISHA menggunakan
sistem pembangunan secara knock down
terdiri dari panel-panel pracetak sebagai
komponen struktural yang dapat dirakit
menjadi bangunan rumah.

Setelah program pembangunan sudah
ada, permasalahan selanjutnya adalah
tenaga kerja konstruksi dan material /rantai
pasok pendukung. Untuk itu, di hari yang
sama Dirjen Bina Konstruksi meninjau lang-
sung pembuatan rangka panel dan bacthing
plant milik PT Waskita Precast. Dalam kun-
jungannya Syarif mengatakan untuk pre-
cast yang sudah siap untuk digunakan agar
segera di kirim ke lokasi-lokasi yang mem-
butuhkan agar pekerjaan pembangunan
RISHA ini bisa dikerjakan secepatnya.

“Tidak lupa untuk dicek kembali apa

saja yang perlu dievaluasi, sehingga
kekurangan-kekurangannya bisa langsung
diketahui. Seperti sekarang panel-panel
ini sudah siap seharusnya bisa langsung di
kirim ke lapangan, panel-panel lain yang
sedang dikerjakan kan perlu tempat jadi
bisa ada space juga untuk itu” Ujar Syarif.
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV

LIPUTANKHUSUS

Surabaya Ditjen Bina Konstruksi Edi Irwanto
mengatakan bahwa kegiatan ini meru-
pakan pemenuhan tenaga kerja terampil

konstruksi dan rantai pasok material dan
peralatan. Hal ini sejalan dengan amanah
Undang-Undang No 2 Tahun 2017, dimana
para pekerja konstruksi yang bekerja pada
proyek konstruksi adalah tenaga kerja yang
berkompeten dan memiliki sertifikat.
“Metode yang dilakukan pada pelatihan
ini menggunakan sistem cluster yaitu sistem
pembekalan yang dilakukan oleh assesor
yang telah berpengalaman di bidang pem-
bangunan sistem RISHA. Dengan dua kate-

Sebanvyak 560
masyarakat bersama
TNI dan para CPNS
Kementerian PUPR
mengikuti Kick Off
Pelatihan Tenaga
Terampil Konstruksi
Bidang Pembesian,
Bidang beton dan
Installer
|
gori yaitu kategori produksi yang terdiri dari
tukang besi dan tukang beton dan kategori
installasi atau installer” Ungkap Edi
Kegiatan ini merupakan inisiasi Kemen-
terian PUPR melalui Balai Jasa Konstruksi
Wilayah IV Surabaya dan Direktorat Ker-
jasama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Kon-
struksi bersama Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) melalui

LPJK Provinsi NTB,serta Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Turut hadir

bersama dalam kegiatan ini Staf Ahli Men-
teri Bidang Keterpaduan Pembangunan
Ghazi Ghazali, Plt. Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Kementerian PUPR
Lukman Hakim dan Prof. Arief Sabarudin
Kepala Pusat Litbang Pemukiman Kemen-
terian PUPR, Direktur Kerjasama dan Pem-
berdayaan Ditjen Bina Konstruksi Dewi
Chomistriana, Ketua LPJK Provinsi NTB dan
Kepala Dinas PUPR se-Kota Lombok.

Pada kesempatan ini pula, Dirjen Bina
Konstruksi Syarif Burhanudin di dampingi
oleh Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan
Dewi Chomistriana bertemu dengan Bupati
Sumbawa Barat H. W. Musyafirin,yang mem-
bahas tentang percepatan pelatihan tenaga
kerja terampil konstruksi. Pemerintah Sum-
bawa Barat menyampaikan apresiasi dan
terima kasih atas bantuan yang diberikan
Kementerian PUPR terutama dalam mem-
bangun rumah tahan gempa RISHA.

“Diharapkan pelatihan yang diberikan
oleh CPNS Ditjen Bina Konstruksi yang
telah mensosialisasikan dan bekerja sebagai
instruktur kepada masyarakat sekitar Sum-
bawa Barat, memberikan manfaat yang
tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka
panjang bahkan hingga seterusnya.” Tutup
W Musyafirin.

Di masa mendatang kerjasama antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, aso-
siasi dan swasta terus dilakukan dan diha-
rapkan masyarakat yang turut aktif dalam
program ini tidak hanya mengikuti program
pelatihan namun juga uji kompetensi dan
uji sertifikasi hingga mendapatkan sertifi-
kasi kompetensi. Lebih jauh lagi, diharapkan
pada akhirnya sertifikat ini akan mening-
katkan kesejahteraan dan nilai pereko-
nomian wilayah Lombok dan sekitarnya,
mengembalikan senyum dan kebahagiaan
bangsa Indonesia’

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR
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Kementerian PUPR Lakukan
Uji Kompetensi dan Sertifikasi
Operator Crawler Crane

# Indri Eka Lestari

embangunan infrastruktur men-

jadi salah satu prioritas Pemer-

intah yang menjadi pendorong

laju  pertumbuhan  ekonomi,

baik lokal, regional, maupun nasional. Kita

menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur

yang handal merupakan kunci utama dalam

meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk

dapat melaksanakan Pembangunan Infra-

struktur, diperlukan sektor jasa konstruksi

yang handal, sedangkan sektor jasa kon-

struksi yang handal sangat dipengaruhi

oleh berbagai aspek, salah satunya material
dan peralatan.

Dari sisi peralatan, patut diakui hingga

saat ini Indonesia tertinggal dari segi

tenaga kerja konstruksi terutama operator

alat berat. Operator alat berat merupakan
bagian penting dalam pekerjaan bidang
konstruksi, karenanya seorang operator alat
berat juga harus memiliki sertifikat khusus
dan ini yang menjadi permasalahan lainnya.
Mengingat di Indonesia saat ini belum ada
operator alat berat khusus yang dapat me-
ngoperasikan teknologi alat berat kon-
struksi selain crane.

Operator alat berat merupakan tenaga
kerja konstruksi yang central dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Sayangnya, di Indonesia tenaga kerja
konstruksi operator masih sedikit. Meski
memiliki kemampuan dan pengalaman
namun masih sedikit yang memiliki ser-
tifikat dan tergolong tenaga kerja ahli.

Padahal, di lapangan tenaga kerja ahli ter-
utama operator crawler crane dan teknisi
prestressing equipment sangat diperlukan.

“Ibarat berkendara, banyak yang bisa
berkendara di jalan raya, namun belum
semua yang memiliki surat ijin berken-
dara. Pengalaman dan kemampuan dalam
mengoperasikan alat berat yang Bapak-
Bapak miliki juga harus disertai dengan
surat ijin atau sertifikat” demikian disam-
paikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi
yang diwakili Sesditjen Bina Konstruksi
Yaya Supriyatna Sumadinata saat membuka
acara Uji Kompetensi dan Sertifikasi Ope-
rator Crawler Crane dan Teknisi Prestrssing
Equipment bekerjasama dengan Asosiasi
Perusahaan Pracetak dan Prategang Indo-
nesia (AP3l), Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta, dan
PT. Superkrane Mitra Utama dan PT. WIKA
Beton , pada Rabu (19/09) di Jakarta.

Yaya menambahkan bahwa sertifikat
adalah bentuk pengakuan dari kemam-
puan dan keterampilan kerja tenaga
kerja konstruksi. Manfaat dari sertifikat
akan terasa saat pekerjaan konstruksi
mengalami masalah, tenaga kerja kons-
truksi akan dilindungi oleh aturan, yaitu
Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Ten-
tang Jasa Konstruksi.
[ . i, it
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Produk-produk beton pracetak telah
banyak digunakan dalam proyek-proyek
konstruksi seperti konstruksi layang baik
tol maupun non tol, jembatan, bangunan
huni,hingga gedung-gedug pencakar langit.
Produk prategang (Prestressing) merupakan
metode meningkatkan kekuatan struktur
beton, telah banyak digunakan dalam
konstruksi layang (elevated construction).
Dengan metode ini dapat diperoleh plat
beton yang kuat, ramping, dan efisien jika
dibandingkan dengan konstruksi tanpa
prategang.

“Mau tidak mau, suka atau tidak suka
konstruksi beton sudah memberikan banyak
kemudahan bagi pembangunan infra-
struktur di Indonesia selain karena mutu
dan keandalan yang lebih terjamin, produk
konstruksi beton mampu menghemat
waktu dan biaya sehingga pekerjaan kons-
truksi bisa selesai tepat waktu.” Ucap Yaya

Diikuti oleh 57 (lima puluh tujuh) orang
peserta, dengan rician 14 (empat belas)
orang peserta uji Operator Crawler Crane

LIPUTANKHUSUS

Operator alat berat
merupakan tenaga
kerja konstruksi

vang central dalam
pelaksanaan
pembangunan
infrastruktur.
Savangnya, di
Indonesia tenaga kerja
konstruksi operator
masih sedikit.
|

dan 43 (empat puluh tiga) orang peserta
uji Teknisi Presstressing Equipment. Para
peserta yang dinyatakan lulus berhak men-
dapatkan Sertifikat Kompetensi Terampilan
tingkat | hingga Ill. Dalam penyelenggaraan

kegiatan ini, Ditjen Bina Konstruksi melalui
Balai Material dan Peralatan Konstruksi
bekerjasama dengan AP3I, PT Super Krane
Mitra Utama dan PT Wika Beton. Kerjasama
tersebut mencakup penyediaan alat-alat
pendukung dalam kegiatan uji, maupun
untuk peserta uji itu sendiri.

PT Superkrane Mitra Utama merupakan
salah satu Kontraktor Heavy Lifting yang
sudah berpengalaman di pengangkatan
Girder, proyek-proyek signifikan PUPR se-
perti Ruas LRT Adhi Karya, beberapa ruas
Tol Sumatera-Waskita, Proyek Tol WIKA,
dan lain-lain yang kesemuanya dilakukan
tanpa ada major accident (kecelakaan fatal)
berkat didukung Superkrane Lifting Ma-
nagement System yang memusatkan Aspek
Safety (keselamatan) yang tinggi, tekh-
nologi peralatan yg canggih dan pekerja
yang kompeten. Selain itu Superkrane telah
memiliki Superkrane Training Center sendiri
yang telah dibangun beberapa tahun untuk
mendukung Sistem Managemen dari Peru-
sahaan dalam hal kompetensi dan deve-
lopmen pekerja. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, Kementerian PUPR bersama
AP3] memilih Superkrane sebagai Mitra
kerjasama dalam Uji Sertifikasi Operator
Crawler Crane.

Pada hari yang sama, Menteri Peker-
jaan  Umum dan Perumahaan Rakyat
diwakili oleh Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Kementerian PUPR
Lukman Hakim membuka Pameran Con-
crete Show South East And Construction
Indonesia 2018, pada Rabu (19/09) di
Jakarta.

Dalam sambutannya Lukman me-
ngatakan bahwa masifnya pembangunan
infrastruktur, membutuhkan dukungan
pasokan material konstruksi dalam
volume vyang besar. Konstruksi beton
masih menjadi material konstruksi utama
karena menjadi bahan baku yang rela-
tive mudah tersedia, mutu yang dapat di
desain, mudah dibentuk, tahan terhadap
suhu tinggi dan lingkungan yang agresif.

“Teknologi beton diharapkan lebih
mudah dikerjakan, lebih kuat, lebih awet
namun tetap ekonomis dan ramah ling-
kungan. Untuk itu Kementerian PUPR me-
lalui Badan Penelitian dan Pengembangan
(Balitbang) melakukan riset untuk meman-
faatkan bahan baku lokal, limbah produksi
atau daur ulang material” Tutup Lukman. *

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR
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Tol Trans — Sumatera,

Pengungkit Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

#v Hari Mahardika

nfrastruktur memegang peranan penting

untuk mendorong pertumbuhan per-

ekonomian bangsa dan untuk menjamin

ketersediaan sarana prasarana maupun
transportasi bagi masyarakat. Sarana dan
prasarana fisik seperti jalan, jembatan,
bendungan, bangunan gedung dan peru-
mahan merupakan bagian penting dalam
sistem pelayanan masyarakat. Salah satu
yang memegang peranan penting bagi
kehidupan masyarakat, terutama di era
modern ini yaitu jalan tol.

Jalan tol atau jalan bebas hambatan
berfungsi sebagai prasarana yang disedia-
kan oleh Pemerintah untuk mempercepat
dan memudahkan masyarakat dalam men-
capai tujuan atau kota tertentu. Jalan tol
sangat penting bagi masyarakat misalnya
kendaraan-kendaraan pengangkut logistik
yang memerlukan akses darat, sebelum
adanya jalan tol, mobilitas kendaraan di
Indonesia yang padat sering menyebabkan
kendaran logistik datang terlambat dan ber-
dampak pada tingginya harga operasional
yang pada gilirannya menyebabkan ting-
ginya harga dipasaran.

Salah satu wilayah di Indonesia yang
kini menjadi perhatian pemerintah adalah
Pulau Sumatera, disana nilai pertumbuhan

perlahan membaik dengan dibangunan
jalan tol Trans Sumatera. Dengan adanya
pembangunan jalan tol kenaikan pada per-
tumbuhan ekonomi masyarakat khususnya
wilayah Sumatera bisa lebih ekonomis
daripada sebelumnya. Meski perkembangan
ekonomi di Sumatera tak sepesat diband-
ingkan dengan yang ada di pulau Jawa,
namun hal ini menjadi solusi agar harga-

harga kebutuhan masyarakat di pasaran,
secara bertahap,sama dengan di Pulau Jawa.

Sesuai dengan Rencana proyek Stra-
tegis Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR), Tol Sumatera
merupakan tulang punggung pengem-
bangan wilayah di Sumatera yang terdiri
dari 6 Wilayah Pengembangan Strategis
(WPS) di Pulau Sumatera yakni Sabang-

Banda Aceh - Langsa, Medan-Tebing Tinggi
- Dumai-Pekanbaru, Batam-Tanjung Pinang,
Sibolga - Padang- Bengkulu, Jambi-Palem-
bang-Pangkal Pinang - Tanjung Pandan,
dan Merak - Bakauheni- Bandar Lampung -
Palembang-Tanjung Api - Api.

Oleh karena itu, saat ini Pemerintah
telah membangun proyek pembangun-
an fisik Jalan Tol Trans - Sumatera ruas
Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung
sepanjang 140 km yang telah mencapai di
atas 60% (persen), sejumlah ruas yang akan
selesai tahun ini di antaranya Bakauheni-
Terbanggi Besar memiliki progres fisik
83,45%. Proyek ini ditarget selesai dan ber-
operasi pada Oktober 2018. Untuk mem-
bangun jalan tol ini membutuhkan total
investasi yang mencapai Rp 16,8 triliun dan
porsi modal atau ekuitas sudah 52% terpe-
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nuhi. Pemenuhan ekuitas dilakukan melalui
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun
2015/2016 sebesar Rp. 2,2 Triliun, serta
melalui penerbitan obligasi Hutama Karya
secara bertahap sebesar Rp. 6,5 Triliun.
Proyek tersebut merupakan salah satu
kolaborasi dari 4 Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yaitu PT PP (Persero) Tbk paket |
pengerjaan jalan tol (Sidomulyo - Baka-

LIPUTANKHUSUS

panjang 39,4Km yang terbagi dalam tiga
(3) zona yang pembangunannya dilakukan
secara bertahap. Zona 1 yang panjangnya
mencapai 8,9 Km ini sudah diresmikan oleh
Presiden RI pada tanggal 21 Januari 2018,
dengan didampingi oleh beberapa Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Basuki Hadilmujono, dan Menteri BUMN,
Rini Sumarno.

hauni), PT Waskita Karya Tbk (Persero) paket
Il pengerjaan jalan tol (Sidomulyo - Kota
Baru), PT Adhi Karya (Persero) Tbk paket III
pengerjaan tol (Kota Baru - Gunung Sugih),
dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Paket IV
pengerjaan tol (Gunung Sugih - Terbanggi
Besar) sebagai kontraktor. Pembangunan
ruas tol mulai dari Seksi | hingga Seksi IV
pembangunan konstruksi telah mencapai
di atas 60 persen. Sedangkan pembebasan
lahan pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar
telah mencapai 90 persen.

Pemerintah saat ini terus bekerja secara
masif untuk membangun Jalan Tol Trans
- Sumatera. Salah satu yang infrastruktur
jalan tol yang sedang on the track saat ini
ialah pembangunan proyek ruas Jalan tol
(Bakahauni - Sidomulyo), Provinsi Lampung
yang nantinya tol ini akan menghubungkan
wilayah kota besar seperti Palembang
melalui konektivitas jalan tol. Bila jalur ini
sudah selesai dikerjakan maka waktu yang
ditempuh dari Bakauheni ke Palembang
hanya kurang lebih 5 jam.Waktu tempubh itu
2 kali jauh lebih cepat bila menggunakan
jalur nasional biasanya.

Pemerintah  mempercayakan paket
pengerjaan tol Trans - Sumatera Bakahauni
- Sidomulyo tersebut kepada PT. Pemba-
ngunan Perumahan (PP), PT. PP dipercaya
untuk mengerjakan paket tol yang memiliki

Sedangkan Zona Il dengan panjang 18,9
Km dan Zona Ill 11,6 Km, saat ini sedang
on the track pengerjaan ruas jalannya. Jalan
Tol ini merupakan bagian dari ruas Jalan
Tol Trans Sumatera (Lampung - Aceh) yang
termasuk dalam target pembangunan jalan
tol sepanjang 1.800 Km hingga tahun 2019.
Ruas ini akan menjadi jalan utama dari dan
menuju Pelabuhan Bakauheni yang meru-
pakan salah satu pelabuhan utama yang
menghubungkan Jawa dengan Sumatera.
Dengan terhubungnya dengan Pelabuhan
Bakauheni keberadaan tol ini diharapkan
dapat memperlancar distribusi dan menu-
runkan biaya logistik barang dan jasa antar
wilayah.

Pembangunan paket pengerjaan tol
(Sidomulyo - Bakahauni) dimulai pada
pertengahan tahun 2016 dan untuk penye-
lesaian Tol Trans — Sumatera Sidomulyo -
Bakahauni ditargetkan akan selesai dan siap
beroperasi pada tahun akhir tahun 2018.
Tujuan dari pembangunan jalan Tol Trans
- Sumatera adalah untuk mempercepat
mobilitas barang dan jasa antar pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dan membangun
keterkaitan antara pusat produksi (kawasan
industri, pertambangan, perkebunan, pari-
wisata) dengan outlet-outlet (pelabuhan/
bandara) di Pulau Sumatera sehingga men-
dorong pengembangan wilayah.

Melihat dari segi efiesiensi jalan tol
Trans - Sumatera Menteri Keuangan
Republik Indonesia, Sri Mulyani menga-
takan, pembangunan infrastruktur jalan tol
Trans - Sumatera bisa menghemat biaya
transportasi masyarakat hingga Rp 2,23
triliun per tahunnya. Bahkan, bisa mengun-
tungkan usaha masyarakat di sekitarnya
hingga Rp769,5 triliun. la menjelaskan
jika melihat manfaat yang lebih luas lagi,
masyarakat bisa menghemat biaya ope-
rasional yang sangat besar. Tol ini bisa beri
keuntungan efisiensi kendaraan  sekitar
kurang lebih Rp 2,23 triliun per tahun.

Project Manager Zona | dan Il PT. Pem-
bangunan Perumahan (PP) Yusuf Lugman
mengungkapkan pembangunan pada paket
proyek toll wilayah (Sidomulyo - Bakauheni)
ini dilakukan dengan pendekatan yang ber-
beda pada pembebasan lahannya, keha-
diran tol di Pulau Sumatera yang memiliki
potensi ekonomi yang besar diperlukan
untuk mengurangi biaya logistik dan me-
ningkatkan daya saing produk Indonesia.
la juga memberi penjelasan bahwa saat ini
sebagian besar jalan tol yang sedang di ker-
jakan oleh PT.PP pada paket ruas Bakauheni
- Sidomulyo pembangunannya sudah
sampai pada konstruksi beton rigit pada
badan jalan. Selanjutnya ia menerangkan
ada beberapa titik yang pekerjaannya terus
dilakukan percepatan pada saat ini. Seperti
pada STA 09 dusun PKS, jembatan di desa
Pasuruan kecamatan Penengahan, lalu STA
23 di desa Palembapang, Kalianda. STA 27
dan STA 30.

Terbangunnya infrastruktur Tol Sumatera
diyakini akan memberikan dampak peng-
ganda atau multiplier effect pada daerah
yang terlewati jalur Tol Sumatera dimaksud,
Tol Tans Sumatera diharapkan membang-
kitkan ekonomi Sumatera terutama dalam
hal penyumbang PDB nasional, meskipun
jujur diakui bahwa potensi keuntungan
Internal Rate of Return (IRR) masih sangat
kecil, namun Tol Sumatera adalah kebu-
tuhan yang tidak bisa ditunda lagi untuk
meningkatkan daya saing ekonomi.

Tol Trans Sumatera diharapkan menjadi
sebuah jalan yang diproyeksikan sebagai
bagian dari Asian Highway Network. Akse-
lerasi pembangunan Tol Trans - Sumatera
diharapkan dapat mempercepat integrasi
ekonomi dan konektivitas nasional yang
akan menurunkan biaya logistik perin-
dustrian, dan menumbuhkan pusat-pusat
industri dan ekonomi baru, sekaligus me-
ningkatkan daya saing regional sehingga
mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi
regional  sebagai perwujudan pemba-
ngunan inklusif.
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FY2018 Special Course on MLIT Training Program for the Proper Development of the Construction

Industries in Asian Countries:

Pembangunan Infrastruktur
dengan Melibatkan Prinsip Triple Helix

# Dr. Yolanda Indah Permatasari, SE, MM

epang merupakan salah satu negara

maju dengan laju pembangunan

infrastruktur yang sangat pesat. Menu-

rut Global Competitiveness Index Tahun
2017-2018, Jepang berada dalam urutan
keempat dalam pembangunan infrastruktur.
Untuk memperkenalkan  praktik-praktik
terbaik (best practices) dalam pengem-
bangan industri konstruksi, Kementerian
Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan
Pariwisata, Jepang (atau yang juga dikenal
dengan Ministry of Land, Infrastructure, Trans-
port and Tourism/ MLIT) menyelenggarakan
program pelatihan yang diadakan pada
tanggal 10-21 September 2018.

Acara pelatihan yang dilaksanakan
selama kurang lebih dua minggu tersebut
mengundang perwakilan dari negara-
negara di Asia dengan tujuan untuk mem-
bagikan kebijakan, praktik, dan teknologi
yang telah diterapkan di Jepang dalam
rangka mendukung pengembangan
industri konstruksi dan mendorong pem-
bangunan infrastruktur yang berkualitas.
Acara pelatihan dilaksanakan di College of
Land, Infrastructure, Transport and Tourism,
di Kodaira City, Tokyo, diikuti oleh 20 orang
peserta yang berasal dari berbagai negara
di Asia antara lain Indonesia, Bangladesh,
Laos, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Filipina,
Singapura, Thailand, dan Vietnam. Rang-
kaian acara pelatihan dilaksanakan dengan
metode in-class training, kunjungan la-
pangan (site visit) ke infrastruktur unggulan
Jepang dan ke instansi-instansi terkait, serta
presentasi oleh peserta.

Pada minggu pertama training, peserta
diajak untuk menilik sejarah industri kon-
struksi di Jepang, serta sistem bisnis kon-
struksi di Jepang. Sejarah perkembangan
bisnis konstruksi Jepang dipicu oleh pem-
bangunan kembali pasca Perang Dunia ke-2
setelah hancur pada masa perang. Pada
24 Mei 1949, Pemerintah Jepang mener-
bitkan Undang-Undang tentang Bisnis Kon-
struksi yang bertujuan untuk memastikan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan
baik, dan kemudian mendorong bisnis
konstruksi menjadi suatu industri. Dalam
Undang-Undang ini, terdapat beberapa hal

Courtesy Call bersama Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (Minister of Land,
Infrastructure, Transportation, and Tourism / MLIT), Mr. Keiichi Ishii, dan Peserta Program Pelatihan MLIT Tahun
2018

utama yang diatur antara lain sistem per-
izinan yang memastikan perbaikan inte-
gritas bisnis konstruksi, sistem teknis yang
memastikan teknologi konstruksi, rasio-
nalitas kontrak yang memberikan perlin-
dungan bagi pemilik dan subkontraktor, eva-
luasi bisnis yang tunggal, dan pengawasan
yang dapat memberikan hukuman untuk
memastikan efektivitas dari kepatuhan ter-
hadap perjanjian awal. Industri konstruksi
ini terus berkembang dan didukung dengan
regulasi-regulasi terkait seperti Undang-
Undang yang berkaitan dengan pelak-
sanaan proses lelang dan kontrak yang baik
dan benar untuk pekerjaan umum (Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2000), serta
Undang-Undang yang menjamin kualitas
pada pekerjaan umum (Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2015).

Dalam rangka mempromosikan pem-
bangunan infrastruktur berkualitas, Jepang
mengatur sistem bisnis konstruksinya
sedemikian rupa. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah menstandarkan sistem
penjaminan untuk proyek-proyek peker-
jaan umum, yaitu dengan memperkenalkan
sistem penjaminan seperti jaminan lelang
(bid bond system), jaminan kinerja (perfor-
mance bond system), dan jaminan pemba-
yaran awal (advance payment guarantee).
Selain sistem penjaminan, Pemerintah
juga memperkenalkan sistem kualifikasi
untuk berpertisipasi dalam lelang peker-
jaan umum. Sistem lelang yang digunakan

di Jepang dalam lelang pekerjaan umum
adalah general competitive bidding, di mana
sistem penilaian bidder didasarkan pada
harga penawaran dan nilai evaluasi teknis.

Permasalahan yang dihadapi oleh
negara Jepang dalam industri konstruksi
ada kalanya tidak jauh berbeda dengan
yang dihadapi oleh negara-negara berkem-
bang, seperti keterbatasan lahan untuk
pembangunan infrastruktur publik. Untuk
mengatasi hal ini, Jepang menggalakkan
penyesuaian tata guna lahan guna mening-
katkan kualitas lingkungan hidup dan me-
ningkatkan penggunaan lahan yang efisien.
Upaya lain yang dilakukan Jepang adalah
menginisiasi Undang-Undang mengenai
Pembelian Lahan,yang mengatur ketentuan
lahan yang akan dibeli oleh negara, yaitu:
1) harus ada kepentingan dan tujuan publik
yang ingin dicapai; dan 2) kompensasi yang
dapat dijustifikasi. Masyarakat yang terkena
dampak pun dilindungi hukum dan menda-
patkan kompensasi yang sebanding. Penu-
runan jumlah penduduk juga merupakan
salah satu masalah yang dihadapi Jepang
yang berakibat pada industri konstruksi
adalah semakin berkurangnya jumlah
pekerja konstruksi, dengan proporsi pekerja
konstruksi usia di atas 55 tahun sebesar
34% dan usia di bawah 29 tahun sebesar
11%. Oleh karena itu, Jepang menginisiasi
beberapa hal guna memastikan kualitas
tenaga kerja, antara lain: memastikan
tingkat upah vyang adil; mengenalkan
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sistem pengembangan karir di bidang kon-
struksi; serta aktivitas pengembangan yang
melibatkan pemerintah dan swasta.

Pada pelatihan ini, kunjungan lapang-
an dilakukan pada minggu pertama dan
minggu kedua. Salah satu infrastruktur ung-
gulan Jepang yang dikunjungi adalah link
tunnel antara terminal domestik dan ter-
minal internasional Bandara Haneda, Tokyo
yang disediakan agar penumpang transit
dapat bergerak menuju terminal selanjutnya
tanpa perlu melakukan pemeriksaan dan
check-in kembali. Pelaksanaan konstruksi
terowongan ini didukung dengan alat
Tunnel Boring Maching (TBM) dengan diame-
ter 11.93 meter. Konstruksi terowongan ini
diharapkan dapat selesai sebelum Olympic
Games Tokyo pada tahun 2020.

Selain Bandara Haneda, Port of Tokyo
juga merupakan salah satu infrastruktur
yang dikunjungi. Keunggulan Port of Tokyo
salah satunya terdapat pada Tokyo Gate
Bridge yang bertujuan untuk meningkatkan
transportasi dalam pelabuhan, mening-
katkan efisiensi logistik, dan mengurangi
kepadatan lalu lintas dalam area pelabuhan.
Dengan keterbatasan tinggi minimum jem-
batan dari permukaan laut (akibat tinggi
kapal yang melintas) dan tinggi maksimum
jembatan (akibat airspace karena lokasi
yang dekat dengan Bandara Haneda), maka
diperlukan metode konstruksi dan perenca-
naan khusus.

Belajar dari sejarah dan perkembangan
Jepang dalam industri konstruksi menun-
jukkan bahwa kunci kesuksesan Jepang
terletak pada penegakan hukum yang kuat
melalui undang-undang guna mendukung
segala kebijakan Pemerintah dalam me-
ningkatkan kualitas industri konstruksi.

Satu hal utama yang dapat digarisbawahi
dari kegiatan pelatihan ini adalah dalam
merancang suatu kebijakan, Pemerintah

Kunjungan Lapangan ke Terowongan Hubung (Link Tunnel) Bandara Haneda

LIPUTANKHUSUS

Jepang menggunakan prinsip triple helix,
yaitu melibatkan 3 (tiga) stakeholder kunci,
yaitu Pemerintah, akademisi, serta praktisi
industri. Dengan aplikasi prinsip tersebut,
kebijakan yang diambil tentunya lebih tepat
guna dan dapat menyertakan unsur inovasi
baru. Prinsip triple helix itu juga diterapkan
dalam pelatihan ini,yang mana unsur prak-
tisi industri konstruksi, khususnya pihak
swasta, juga dilibatkan dalam suatu per-
tukaran pikiran (opinion exchange). Salah
satu topik utama yang didiskusikan adalah
kunci kesuksesan dan tantangan dalam
penerapan skema Public-Private Partnership
(PPP) dalam pembangunan infrastruktur.

Seiring dengan penerapan prinsip
triple helix, Jepang juga menginkorporasi
perkembangan teknologi untuk mendukung
industri konstruksi agar proses pelaksanaan
konstruksi menjadi lebih efisien, terutama
dari segi waktu dan tenaga kerja. Aplikasi
teknologi ini juga merupakan upaya dalam
menjamin kualitas konstruksi. Sebagai
contoh, Jepang mulai menerapkan peng-
gunaan Building Information Modelling
(BIM) dan sistem lelang digital. Selain itu,
kepintaran buatan/artificial intelligence (Al)
serta augmented reality (AR) mulai dikem-
bangkan. Kedepannya, proses evaluasi
pengadaan tidak perlu dilakukan, karena Al
akan memilih kontraktor yang paling tepat
untuk proyek.

Bercermin dari pengalaman negara
Jepang, terdapat beberapa hal yang dapat
dilakukan oleh Indonesia untuk mengem-
bangkan industri konstruksi. Pemerintah
diharapkan dapat mendorong 5 (lima)
aspek dalam industri konstruksi yang biasa
disebut dengan istilah 5M (man, material,
machine, methods, dan money). Rekomendasi
yang dapat diberikan, yaitu:

1. Man (tenaga kerja)
« Meningkatkan kapasitas & kinerja

Penutupan Acara Pelatihan oleh Direktur Jenderal Kampus Menteri Pertanahan,

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
bidang konstruksi; dan

» Menyelenggarakan sertifikasi dan
sistem penilaian tenaga kerja secra
elektronik.

2. Material (Material Konstruksi)

* Meningkatkan sistem rantai pasok

material konstruksi
3. Machine (Peralatan/Mesin)

* Meningkatkan penggunaan per-
alatan konstruksi berbasis Teknologi
Informasi & Komunikasi (TIK);

» Melakukan kolaborasi dengan lem-
baga penelitian dan universitas
untuk meningkatkan penggunaan
teknologi terkini pada industri kon-
struksi

4. Methods (Metode Konstruksi)

*  Mempromosikan penggunaan
teknologi baru pada metode kon-
struksi (seperti Construction Informa-
tion Modeling) atau i-Construction

5. Money (Pendanaan)

* Merancang regulasi dalam wadah
Undang-Undang untuk mengatur
implementasi Public-Private Partner-
ship (PPP) Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) di
Indonesia;

» Meningkatkan insentif untuk peng-
gunaan sumber daya dari sektor
swasta;

» Meningkatkan penggunaan tekno-
logi terknini sebagai suatu aspek
pertimbangan dalam penawaran
lelang.

Dengan menerapkan hal-hal tersebut,
diharapkan industri konstruksi Indonesia
dapat terus meningkatkan kualitas infra-
strukturnya dan meningkatkan daya
saingnya di sektor konstruksi, terutama
di antara negara-negara Asia Tenggara
lainnya. *

Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (Director General College of

Land, Infrastructure, Transportation, and Tourism, MLIT), Mr. Tadaatsu Iwase.

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR
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Uji Kompetensi dan Sertifikasi 717 Pekerja Konstruksi
PADA PROYEK PEMBANGUNAN TOL TRANS-SUMATERA

#5 Hari Mahardika

embangunan Infrastruktur tengah

gencar dilaksanakan oleh Peme-

rintah. Tak hanya di Pulau Jawa,

kini pengembangan infrastruktur
juga mulai menggeliat di berbagai daerah
di Indonesia. Sehingga kebutuhan akan
pekerja konstruksi yang terampil dan kom-
peten pun semakin meningkat. Sementara
itu pada 2019, pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) akan menjadi pokok
arah pembangunan Indonesia. Di mana
pengembangan SDM konstruksi menjadi
salah satu targetnya. Hal ini sejalan dengan
Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi, pasal 70 yang mewajibkan
setiap tenaga kerja konstruksi memiliki ser-
tifikat kompetensi kerja.

Diperoleh dari data dari Badan Pusat
Statistik (BPS), saat ini jumlah tenaga kerja
konstruksi Indonesia mencapai 8,1 juta
orang. Dari jumlah tersebut, baru 470.789
orang yang memiliki sertifikat. Sementara
hingga pertengahan 2018, jumlah tenaga
kerja yang sudah mendapatkan sertifikasi
kurang lebih 746.182 orang. Jumlah ini

masih akan terus bertambah karena jumlah
pekerja yang ditargetkan mendapatkan ser-
tifikasi pada 2018 adalah 170.000 pekerja
konstruksi. Diharapkan pada akhir tahun
2019 akan mencapat jumlah 950.000 orang.

Tentu saja untuk mencapai target
tersebut, pemerintah memerlukan dukung-
an dari seluruh pengguna dan penyedia
jasa, baik BUMN maupun swasta. Berbagai
program pun diselenggarakan Kemente-
rian PUPR bersama dengan penyedia jasa
konstruksi untuk menjangkau para pekerja
konstruksi. “Sertifikat adalah bukti bahwa
tenaga kerja kita kompeten di bidangnya,
sehingga kualitas pekerjaan bisa terjamin.
Oleh karena itu perlu ada percepatan pro-
gram sertifikasi yang bukan hanya di Balai
di Jakarta, tapi juga di seluruh balai yang
ada di Indonesia, bekerja sama dengan
LPJKP di tiap provinsi; jelas Direktur Jendral
Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif
Burhanuddin.

Perwujudan dari rencana pemerintah ini
kemudian dituangkan, salah satunya dalam
program Percepatan Uji Sertifikasi pada
Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera di Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan & Provinsi Lam-
pung, Rabu (19/9) lalu. Di mana sebanyak
717 pekerja dari beberapa BUMN yang ter-

N SERTIFY

TERAMPIL
RANS-SU
H

st b

e

libat dalam proyek jalan tol Trans-Sumatera
mengikuti acara percepatan uji sertifikasi
yang diadakan di Provinsi Lampung ini.
Proyek tol Trans-Sumatera sendiri terben-
tang sepanjang 140 km dan ditargetkan
selesai dibangun pada akhir tahun ini.

Salah satu penyedia jasa yang terlibat
dalam program Trans-Sumatera adalah PT.
Pembangunan Perumahan (PP) Tbk. Perusa-
haan BUMN ini mengerjakan paket | yang
membentang dari Sidomulyo hingga Baka-
hauni. Total panjang paket | ini adalah 39,4
km dan terbagi atas tiga zona.Zona pertama
panjangnya 8,9 km dan sudah diresmikan
oleh Presiden Jokowi pada 21 Januari 2018
lalu. Sedangkan Zona Il memiliki panjang
18,9 km,dan Zona Il sepanjang 11,6 km dan
masih dalam proses pengerjaan.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Pada acara Percepatan Uji Sertifi-
kasi pada Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera
di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan &
Provinsi Lampung tersebut, kehadiran
banyak pihak terlibat yang menunjukan
dukungan. Seperti Project Manager PT Pem-
bangunan Perumahan Tbk., Yusuf Lugman
yang menyambut baik program percepatan
yang dilakukan oleh pemerintah. Menu-
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rutnya para pekerja konstruksi di lapangan,
khususnya pada proyek ini sudah memi-
liki kemampuan yang baik, tapi semua itu
butuh pengesahan dalam bentuk sertifikasi.
Karena itu ia merasa percepatan sertifikasi
harus rutin digelar. Karena masih sedikit
sekali jumlah tenaga kerja konstruksi yang
sudah tersertifikasi apabila dibandingkan
dengan kebutuhan. Yusuf juga mengharap-
kan program percepatan ini bisa terus
dilakukan, agar para tenaga kerja konstruksi
bisa cepat-cepat mendapatkan pengesahan
atas kemampuan-nya. Belum lagi proyek-
proyek infrastruktur masih akan ramai
hingga tahun depan, sehingga kebutuhan
tenaga kerja terampil dan berkompetensi
akan terus bertambah.

“Saya mengharapkan pemerintah bisa
melakukan program sertifikasi di berbagai
daerah di Tanah Air, tak cuma Pulau Jawa
atau kota-kota besar, tapi bisa dilakukan
penyeragaman uji kompetensi di kota-kota
kecil atau daerah lain] tambah Yusuf di
akhir wawancaranya.

Masih ditemui di acara yang sama,
Quality Surveyor PT Pembangunan Peru-
mahan Tbk., Dwi Haryanto menjelaskan
bahwa keberadaan sertifikasi sangat mem-
bantu teman-teman di lapangan dalam
menjaga keselamatan selama proses be-
kerja. “Bisa dilihat bahwa teman-teman
yang sudah mendapatkan sertifikasi lebih
nyaman dan disiplin dalam menjalankan
pekerjaannya di lapangan, ungkap Dwi.
Kedisiplinan inilah yang bisa membantu
turunnya kecelakaan kerja.

Dukungan terhadap program serti-
fikasi ini juga disampaikan oleh anggota
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi (LPJKP) Lampung Napolis Situmo-

rang, yang menjelaskan berbagai hal telah
dilakukan LPJKP untuk mendukung program
pemerintah. “Kami di daerah menggerakkan
Mobile Training Unit (MTU) Kementerian
PUPR dan secara rutin melakukan sosial-
isasi program sertifikasi ke kabupaten/
kota, ujar Napolis. LPJKP juga turut aktif
dengan melakukan jemput bola, seperti
mengirimkan tim Unit Sertifikasi Tenaga
Konstruksi (USTK) ke lokasi para pekerja
konstruksi di daerah.

Untuk sistem sertifikasi sendiri, Napolis
menjamin bahwa tidak ada kendala yang
berarti. Hanya saja terkadang ada masalah
administrasi dari para pekerja yang bisa
membuatnya jadi sedikit terhambat. Saat
ini waktu yang dibutuhkan LPJKP Lampung
dalam mengeluarkan sertifikat kurang lebih
satu minggu. Layanan ini nantinya akan

terus diperbaiki dengan cara memper-
siapkan one day service,di mana akan disedi-
akan assessor beserta perwakilan dari aso-
siasi untuk mempercepat proses sertifikasi.

Sementara itu Kirmanto Hardjono,
adalah salah seorang tenaga kerja konstruksi
yang mengikuti percepatan sertifikasi me-
ngaku bahwa ia awalnya mendapat arahan
dari perusahaan untuk mendapatkan sertifi-
kasi. “Tapi kini saya merasakan manfaatnya
sendiri,terutama dari segi penghasilan. Saya
bisa mendapatkan penghasilan yang lebih
baik untuk keluarga; ujar Kirmanto. Ba-
ginya program sertifikasi di luar Pulau Jawa
yang dicetuskan oleh Kementerian PUPR
melalui Ditjen Bina Konstruksi ini, adalah
sebuah hal positif. Sertifikasi merupakan
peluangnya untuk mendapatkan kehidupan
yang lebih baik bagi keluarganya. Bahkan

kini bekerja di luar negeri bukan hanya
sekadar impian, karena dengan sertifikasi ia
bisa menunjukan bahwa Indonesia memiliki
SDM konstruksi yang baik dan tak kalah jika
dibandingkan dengan pekerja asing.

Kementerian PUPR pun sangat meng-
apresiasi atas terlaksananya kegiatan pro-
gram Uji Kompetensi dan Sertifikasi 717
tenaga kerja konstruksi di proyek pem-
bangunan jalan tol Trans - Sumatera yang
dijalankan oleh penyedia jasa. Hal positif
lainnya adalah mengenai pembiayaan ser-
tifikatnya yang 100 % berasal dari penyedia
jasa. Ini menunjukkan respon positif dari
semua stakeholder dalam mengimplemen-
tasikan Undang-Undang No.2 tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi.”

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR
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#9 Hendra Santoso

pa yang Anda pikirkan ketika

mendengar Narapidana? Pasti

sesuatu yang berbau kriminal

dan identik dengan kesan
seorang penjahat. Meski demikian, para
narapidana atau juga disebut warga binaan
Lembaga Pemasyarakatan adalah manusia,
dimana setelah mempertanggungjawabkan
kesalahan yang di buat, mereka harus bisa
kembali membangun tujuan hidup dan
semangat untuk bisa bekerja.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) para warga binaan ini diberikan
berbagai pembekalan, agar pada saatnya
nanti, bisa membaur dengan masyarakat
di luar lapas dan berkarya baik untuk kelu-
arga maupun masyarakat. Hal tersebut juga
menjadi perhatian Pemerintah, melalui
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kemen-
terian PUPR melakukan kerjasama dengan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk memberikan pelatihan untuk menjadi
tenaga kerja konstruksi.

Hal ini berdasarkan Perjanjian Kerja
Sama yang telah ditandatangani, pada 27
Juli 2018, di Nusakambangan oleh Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Basuki Hadimuljono dan Menteri Hukum
dan Hak Asasi manusia Yasonna Laoly.
Sebanyak 131 warga binaan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas | Cipinang mengikuti
Pelatihan Tenaga Kerja Terampil Konstruksi
dari berbagai kasus hukum. Pada pelatihan

ini dibagi menjadi 3 (tiga) bidang pelatihan
yang terdiri dari dari Bidang Pelatihan Kon-
struksi Bangunan Batu sebanyak 33 orang,
Bidang Pelatihan Konstruksi Bangunan Besi
sebanyak 34 orang dan Bidang Pelatihan
Konstruksi Bangunan Kayu sebanyak 33
orang.

Pada pelatihan yang dilaksanakan
selama 4 (empat) hari, peserta pelatihan
mendapatkan  pembekalan dari para
Instruktur yang berasal dari Balai Jasa Kon-
struksi Wilayah Ill Jakarta. Adapun materi
yang diberikan pada pembekalan tersebut
dibagi menjadi 2 (dua) metode metode,
yaitu : 1 (satu) hari di kelas dan 3 (tiga) hari
Praktek Lapangan.

Untuk kegiatan yang dilaksanakan di
kelas, peserta mendapatkan materi berupa
teori tentang Undang-Undang Jasa Kon-
struksi (UUJK), Materi tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3),materi Sub Bidang
Batu, materi Sub Bidang Kayu, dan materi
Sub Bidang Besi dari para Instruktur Balai
JKW Il Jakarta. Sedangkan kegiatan Praktek
Lapangan para peserta melaksanakan
praktek yang juga di dampingi oleh para
instruktur praktek selama 3 (tiga) hari. Dan
pada akhir kegiatan atau hari ke 4 (empat)
dilaksanakan proses Uji Sertifikasi oleh
para Assesor dari Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) DKI Jakarta,
dengan metode observasi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin
mengatakan, kegiatan tersebut merupakan
tindak lanjut dari salah satu lingkup kerja
sama tentang peningkatan kapasitas bagi
petugas dan warga binaan pemasyarakatan
di bidang jasa konstruksi. Program ini
sejalan dengan yang arahan Presiden Joko
Widodo bahwa setelah prioritas pemba-
ngunan infrastruktur, kini prioritas beri-
kutnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM).
Kementerian PUPR tidak hanya membangun
infrastruktur fisik saja, tetapi juga non fisik,
yaitu pembekalan keterampilan di bidang
konstruksi.

Bidang konstruksi merupakan bidang
pekerjaan yang mendominasi saat ini,
pasalnya Indonesia terus membangun
infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam membangun infrastruktur tersebut
tenaga kerja terampil konstruksi menjadi
pilar utama terselenggaranya pemba-
ngunan infrastruktur. Sayangnya, pemba-
ngunan yang massif di Indonesia saat ini
tidak dibarengi dengan kesiapan tenaga
kerja konstruksi khususnya bidang ter-
ampil. Meski memiliki kemampuan dan pe-
ngalaman namun masih sedikit yang memi-
liki kompetensi sesuai dengan standar dan
memiliki sertifikat kompetensi.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang
No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,
dijelaskan dalam Pasal 70 ayat 1 bahwa
Setiap Tenaga Kerja Konstruksi wajib memi-
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liki sertifikat kompetensi kerja. Artinya,
setiap pekerja konstruksi wajib memiliki
sertifikat keterampilan atau keahlian untuk
menjamin kualitas pembangunan menjadi
kokoh dan handal bagi masyarakat.

Dalam laporannya yang disampaikan
pada acara pembukaan kegiatan pelatihan
ini, Kepala Lapas Kelas | Cipinang R. Andika
Dwi Prasetyo, menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada Ditjen Pemasyarakatan Kemen-
terian Hukum dan HAM dan Ditjen Bina
Konstruksi Kementerian PUPR, atas keper-
cayaan yang diberikan kepada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas | Cipinang untuk
mendapatkan paket kegiatan pelatihan
ini. Dan berharap dukungan dari semua
stakeholders, agar mempermudah akses
para peserta pelatihan yang telah berhasil
mengikuti program pelatihan untuk terlibat
dalam pembangunan infrastruktur.

Lapas Kelas | Cipinang saat ini
dihuni sekitar 3.689 orang warga binaan,
sementara kapasitas Lapas saat ini hanya
bisa menampung 880 orang warga binaan.
Berarti ada kelebihan atau over kapasitaa
warga binaan sebesar 307 %. Hal ini ber-
dampak kepada kurangnya pemberian
pelayanan dan pembinaan. Walau demikian,
pihak Lapas berupaya semaksimal mungkin
untuk memberikan yang terbaik, salah sa-
tunya pelaksanaan Pelatian dan Uji Sertifi-
kasi Bidang Bangunan Umum.

Sedangkan kegiatan pembinaan di
dalam Lapas sendiri terdiri dari dari pembi-
naan kepribadian dan pembinaan kemandi-
rian.Jumlah unit kegiatan kerja pada pembi-
naan kemandirian sebanyak 15 unit, terdiri
dari : Unit Pertukangan, Napi Berkebun,
Batik Tulis, Pengolahan Limbah Karet, Jahit,
Sablon, Tempe, Kerajinan Tangan, Budidaya
Ikan, Laundry, Pangkas Rambut, air Minum

isi Ulang, kuliner, Perbengkelan, dan Unit
Pengolahan Limbah Sampah. Adapun fasi-
litas yang ada yaitu : Gedung Balai Latihan
Kerja seluas 1.260 m2,mesin air,mesin blow,
mesin bordir, mesin jahit, mesin lubang
kancing,mesin potong, mesin laundry,mesin
pengolahan limbah karet, dan mesin cukur.

Selain mendapat pelatihan dan serti-
fikat keterampilan, para peserta yang meng-
ikuti pelatihan dan uji ini akan masuk dalam
data base yang dikelola oleh Kementerian
PUPR melalui Sistem Aplikasi Majemen
Pemberdayaan Tenaga Kerja (DAYANAKER)
dan LPJKP Provinsi DKI Jakarta yaitu Sistem
Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).

Melalui sistem ini diharapkan akan
memudahkan kontraktor dalam mencari
tenaga kerja konstruksi yang berkompeten
dan bersertifikat. Terutama dalam hal
penyebarannya, diharapkan tidak terjadi
ketimpangan kualitas antara daerah.Sehing-
ga mampu memberikan peluang lapangan
kerja bagi masyarakat dari bidang infra-
struktur.

Dengan adanya Nota kesapahaman
antara dua Kementerian ini membuktikan
bahwa pemerintah serius dalam memper-
siapkan sumber daya manusia di Indo-
nesia termasuk pada bidang konstruksi.
Kepala Balai Balai Jasa Konstruksi Wilayah
Il Jakarta, Riky Aditya Nazir mengatakan
bahwa maksud dari kegiatan pelatihan
ini adalah untuk memberikan pelatihan
dan program peningkatan kompetensi
dibidang jasa konstruksi bagi para warga
binaan di Lapas Kelas | Cipinang, sehingga
pada gilirannya mampu memberikan
bekal bagi para warga binaan untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka dan
kehidupan yang lebih baik ketika kembali
ke lingkungan sosial nanti.

Memang dalam mengubah stigma
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seorang mantan narapidana tidaklah
mudah, mereka juga perlu diberikan
kepercayaan untuk bisa kembali bangkit
dikehidupan sosial. Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan
HAM Sri Puguh Budi Utami, memberikan
arahan kepada para peserta agar meng-
ikuti pelatihan secara maksimal karena
pelatihan akan menambah pengetahuan
dan mampu memberikan semangat untuk
berinovasi sehingga bisa bersaing secara
sehat dengan masyarakat umum.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian PUPR  Syarif Burhanudin
menegaskan bahwa pemerintah siap

menyalurkan para mantan warga binaan
yang telah melaksanakan pelatihan dan
uji sertifikasi setelah menyelesaikan masa
tahanannya, pada proyek-proyek yang
ada di Kementerian PUPR. Hal ini juga
pernah dilakukan sebelumnya terhadap
20 orang mantan warga binaan di Boyolali
yang dikirim ke Arab Saudi untuk menjadi
tenaga kerja yang bekerja di proyek kon-
struksi.

Sebelum terdapat MOU antara Kemen-
terian PUPR dengan Kementerian Hukum
dan HAM, dimana Balai Jasa Konstruksi
Wilayah Il Jakarta masih tergabung
dalam satu kesatuan yaitu Balai Pelatihan
Konstruksi dan Peralatan Jakarta. Pada
saat tersebut jumlah peserta pelatihan
dan uji sertifikasi hanya sebatas 20 - 40
orang per tahun. Sehingga jumlah yang
dihasilkan dari pelaksanaan pelatihan dan
uji tersebut dari tahun 2011 sampai seka-
rang tidak lah terlalu signifikan.

Oleh karena itu untuk merealisasikan
dan mengoptimalisasikan MOU antara
Kementerian PUPR dan Kementerian
Hukum dan HAM, Balai Jasa Konstruksi
Wilayah [l Jakarta akan terus berupaya
untuk melanjutkan kerjasama pelatihan ini
dengan Lapas-Lapas yang ada di lingkup
Balai Wilayah Il Jakarta (DKI Jakarta, Jawa
Barat dan Banten).

Di masa mendatang, Balai Jasa Kon-
struksi Wilayah Ill Jakarta akan melak-
sanakan kembali Pelatihan dengan ber-
kerjasama dengan Lapas-Lapas yang ada
di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi
Wilayah Il Jakarta, Provinsi DKI Jakarta,
Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.
Diharapkan dengan adanya kerjasama
antar Kementerian ini bisa meningkatkan
kuantitas maupun kualitas SDM kon-
struksi. Sehingga kebutuhan tenaga kerja
konstruksi untuk proyek-proyek infra-
struktur yang sedang menggeliat di negara
ini dapat terpenuhi oleh tenaga kerja kon-
struksi Indonesia’
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Langkah-Langkah Kunci Tata Kelola
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha

#v DeckiR. Firdiansyah

eperti diketahui bersama, Kerja

Sama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU) adalah salah satu alternatif

moda pembiayaan pembangunan
infrastruktur. Berbagai skema dan fasili-
tasi KPBU juga telah dikembangkan oleh
Pemerintah guna lebih menarik investor
untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan
infratruktur publik. Jenis infrastruktur yang
dapat dikerjasamakan juga bertambah di
mana infrastruktur sosial dapat dibangun
dengan skema KPBU selain infrastruktur
ekonomi.

Skema KPBU sejatinya adalah skema
penyediaan infrastruktur melalui pem-
bagian alokasi risiko kepada pihak yang
mampu menanganinya. Penyediaan
infrastruktur publik melalui KPBU harus
dilakukan dengan prinsip kehati-hatian
dengan mengedepankan prinsip transpa-
ransi, akuntabilitas dan keadilan. Prinsip
kehati-hatian menjadi salah satu yang
terpenting berkaca dari kegagalan penye-
lenggaraan proyek infrastruktur besar yang
dialami oleh negara lain seperti misalnya
proyek Bandara Mattala Rajapaksa Interna-
tional Airport (MRIA) dan Pelabuhan Laut
Magampura Mahinda Rajapaksa di Sri Lanka
atau High Speed Railway dari Kuala Lumpur
ke Singapura.

Skema KPBU seyogyanya dilakukan
dengan prinsip-prinsip tata kelola yang
baik, bertanggung jawab, kompetitif, dan
transparan. Prinsip-prinsip tersebut men-
jadi mutlak agar penyelenggaraan KPBU
berjalan dengan sukses dengan meng-
hindari kesalahan tidak perlu yang mem-
bawa kepada kerugian finansial jangka
panjang. Apalagi jika kerugian jangka
panjang tersebut hanya membawa keun-
tungan bagi pihak swasta namun membuat
sektor publik/pemerintah  menanggung
kerugian. Dalam istilah sederhana, penye-
lenggaraan KPBU seyogyanya mampu
menyeimbangkan risiko keuangan secara
bersama-sama di mana pihak swasta dapat
memperoleh keuntungan yang proporsional
dan berkelanjutan tanpa menyebabkan
sektor publik menderita kerugian yang tidak
adil akibat risiko hutang yang disebabkan
pengelolaan KPBU yang salah oleh pihak
operator/swasta.

Hampir seperti skema penyelengga-
raan infrastruktur publik lainnya, skema
KPBU seringkali bersifat politis. Semakin
besar skala proyek, semakin tinggi kom-
pleksitasnya, semakin banyak sumber da-
yanya, maka semakin besar pula komitmen
yang dibuat. Hal tersebut berpotensi
menyebabkan harapan pemangku kepen-
tingan semakin tidak wajar. Dengan alasan
itulah suatu langkah pendekatan terstruktur
dan terkontrol agar ketika KPBU diterapkan
semua pihak berkomitmen untuk menjaga
kepentingan sektor publik selain tentunya
senantiasa memberikan timbal balik yang
masuk akal kepada sektor swasta.

Guna memenuhi hal tersebut di atas,
sangat penting bagi Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK) selaku represen-
tasi pemerintah untuk dapat menjamin
bahwa proyek KPBU penyediaan infra-
struktur tersebut adalah bagian dari tujuan
pembangunan nasional dengan memperha-
tikan batasan-batasan aturan dan keuangan
yang ada. Proyek KPBU penyediaan infra-
struktur tersebut juga harus layak secara
ekonomi dan keuangan, berkelanjutan, dan
bankable (diterima oleh sektor perbankan).
Di sisi lain, harus dipastikan bahwa proyek
KPBU tersebut dibutuhkan oleh publik,
sesuai dengan keinginan pemerintah dan
benar-benar diinginkan oleh masyarakat
pengguna terakhir.

Strategi penyelenggaraan KPBU mem-
butuhkan keterlibatan semua pengambil
kebijakan yang terkait. Proyek KPBU se-

yogyanya didasarkan pada kepentingan
nasional guna menjawab kebutuhan per-
ekonomian nasional dan kebutuhan akan
infrastruktur publik. Langkah-langkah tata
ketola yang terkontrol dan terstruktur diper-
lukan agar penyediaan infrastruktur dengan
skema KPBU mampu memberikan keadilan
bagi semua pihak di mana sektor swasta/
investor menerima insentif yang wajar dan
pihak pemerintah/sektor publik hanya akan
mengelola risiko yang layak tanpa terpapar
oleh kewajiban finansial akibat kurang
baiknya kesiapan proyek. Paragraf berikut
akan sedikit memaparkan langkah-langkah
tata ketola yang terkontrol dan terstruktur
dalam pengelolaan proyek KPBU.

Pertama, perlu dilakukan perencanaan
dan penyiapan yang terstruktur, baik me-
lalui pelaksanaan penilaian Pembanding
Sektor Publik (Public Sector Comparator/PSC)
maupun penyiapan Studi Kelayakan (Fea-
sibility Study/FS). Penilaian PSC diperlukan
guna membandingkan efisiensi penyeleng-
garaan KPBU dengan pengadaan infra-
struktur secara tradisional. Penilaian PSC
adalah basis dari penentuan Nilai Manfaat
Uang / Value for Money (VfM) dari suatu
proyek dan mengombinasikan pengaruh
dari keuntungan dan kerugian keuangan
atas pilihan-pilihan penyediaan infra-
struktur. Ada pun penyiapan Studi Kela-
yakan menjadi penting untuk memastikan
bahwa pengambilan keputusan mengenai
skema KPBU sebagai opsi terbaik dan bank-
able dalam penyediaan infrastruktur.

Tabel 1. Langkah-langkah Kunci Tata Kelola KPBU yang Andal
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Gambar 1. Perhitungan PSC

Kedua, semua entitas pemerintah
selaku pemangku kebijakan harus dili-
batkan sebelum suatu proyek hendak dilak-
sanakan dalam skema KPBU, baik politisi
pengambil keputusan dan birokrat yang
akan mengawal proyek tersebut. Proposal
KPBU atas prakarsa Badan Usaha (unsolic-
ited projects) maupun proposal KPBU pra-
karsa pemerintah seyogyanya melibatkan
konsultasi para pemangku kebijakan terkait.
Termasuk di dalam hal ini adalah SLA (ser-
vice level agreement) awal atau komitmen
tingkat layanan yang sebaiknya disepakati
antara masing-masing entitas pemerintah,
komitmen jaminan dan dukungan peme-
rintah, dan harmonisasi proyek KPBU
dengan program nasional.

Ketiga, perlu dilakukan penjajagan
minat pasar (market sounding) sebelum
dilakukan pengadaan pada tahap transaksi
KPBU. Penjajagan minat pasar dilakukan
guna mengetahui tingkat ketertarikan
sektor swasta dalam proyek KPBU, badan
usaha mitra KPBU potensial, penyiapan
informasi, dan pengembangan jaringan.
Penjajagan minat pasar juga dilakukan
untuk KPBU atas prakarsa Badan Usaha
untuk mengetahui potensi adanya investor
lain yang mampu mengajukan usulan lebih
baik. Namun demikian, penjajagan minat
pasar untuk KPBU atas prakarsa Badan
Usaha harus melindungi nilai-nilai hak
kekayaan intelektual yang mungkin dita-
warkan oleh investor pemrakarsa awal.
Hipotesa yang dapat dibangun adalah
ketika suatu investor tertarik, ada kemung-
kinan bahwa proyek tersebut juga mampu
menarik investor lainnya.

Keempat, proses pengadaan Badan
Usaha Pelaksana (BUP) KPBU harus
dilakukan secara kompetitif dan transparan
yang selaras baik dengan standar pe-
ngadaan pemerintah maupun prosedur
pengadaan umum secara internasional.
Dalam tahap pengadaan, peserta tender
harus didorong untuk menyampaikan
proposal yang inovatif dan efisien. Untuk
proyek skala besar, seyogyanya dilakukan
tender internasional yang mampu menarik

investor asing untuk menyampaikan pena-
waran yang memperkenalkan suatu inovasi
bagi pasar domestik.

Kelima, pengadaan Badan Usaha Pelak-
sana KPBU khususnya dalam tahap nego-
siasi kontrak harus memperhatikan Value
for Money (VfM). Penentuan nilai VfM dapat
dilakukan melalui proses final seleksi kom-
petitif, misalnya menggunakan dialog kom-
petitif. Langkah ini dapat diikuti dengan
proses semacam beauty contest di antara
calon pemenang lelang.
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KPBU dengan investor/bank/lembaga pem-
beri pinjaman disetujui. Semakin matang
posisi calon BUP KPBU dalam pemenuhan
financial close, semakin siap posisi calon
BUP KPBU tersebut dalam eksekusi proyek
sehingga tidak mengganggu kelangsungan
dari proyek. Dalam tahap ini, pemerintah
juga dapat memperhitungkan kembali
parameter-parameter komitmen keuangan
yang sekiranya dapat mempengaruhi keber-
langsungan proyek.

Dan terakhir atau ketujuh, proyek KPBU
harus selalu dipantau secara ketat, baik
kinerjanya maupun pemenuhan komitmen-
komitmen BUP KPBU. Jika suatu masalah
timbul, maka pihak pemerintah harus
segera meminta BUP KPBU untuk mem-
bereskannya. Kelonggaran pemantauan
terhadap proyek dapat menyebabkan risiko
finansial para proyek KPBU tersebut. Dalam
hal ini, sangat tidak diharapkan terjadi
proses step-in rights oleh pihak investor atas
hak BUP KPBU yang dapat menyebabkan
kendali pemerintah menjadi lepas. Step-in

MNPy
Cost
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Transferable
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Risk Rizk
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Gambar 2. Konsep Perhitungan VIM
Sumber:

Morallos, D and Amekudzi, A. (2008) : A Review of Value for Money (VM) Analysis for Comparing Public Private

Partnership to Traditional Procurement, Georgia Tech, USA

Keenam, kredibilitas calon pemenang
lelang KPBU sebaiknya dipastikan kem-
bali. Calon Badan Usaha Pelaksana (BUP)
KPBU seyogyanya mempunyai kompetensi
teknis yang mumpuni, baik secara keahlian
maupun finansial. Pada tahap penentuan
pemenang lelang, Badan Usaha Pelaksana
(BUP) KPBU sebaiknya segera diperiksa
kembali kemampuan dalam melakukan
financial close. Financial close adalah
tahapan di mana dokumentasi dan kondisi
prasyarat peminjaman keuangan dalam
perjanjian pinjaman finansial antara BUP

rights adalah suatu kondisi di mana salah
satu pihak pemanfaat (contoh : investor/
bank/lembaga keuangan pemberi pin-
jaman) mengambil hak dan kewajiban de-
bitor (contoh : BUP KPBU) atas pelanggaran
kontrak yang dilakukan oleh pihak debitor.
Proses pemantauan dan evaluasi harus se-
nantiasa dilakukan dalam setiap 6 (enam)
tahapan di atas’
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“PEMAHAMAN, POTENSI IMPLEMENTASI
DAN MODEL FINANSIAL
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#5 Henrico, ST,M.T
Yolanda Indah Permatasari, Dr, S.E, M.M

embayaran atas ketersediaan la-

yanan atau dikenal sebagai Availi-

bility Payment, yang selanjutnya

akan disebut sebagai ‘AP’, meru-
pakan salah satu bentuk kerjasama peme-
rintah dengan badan usaha (KPBU) dimana
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
sebagai contracting agency melakukan pem-
bayaran secara berkala kepada badan usaha
atas tersedianya layanan infrastruktur yang
sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian
kerjasama sampai berakhirnya masa perjan-
jian. Dengan skema AP, infrastruktur yang
bukan berbasiskan pemanfaat membayar
(seperti jalan tol) dapat dilakukan melalui
KPBU. Beberapa regulasi pun telah diter-
bitkan pemerintah sebagai payung hukum
skema AP antara lain melalui Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016. Saat
ini skema AP menjadi bahan diskusi hampir
diseluruh unit organisasi teknis di Kemen-
terian PUPR, karena dianggap sebagai opsi

it

r ¥
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pembiayaan infrastruktur PUPR mulai dari

bendungan, sistem air baku, perumahan, jalan

non tol, persampahan hingga air minum.

Tulisan ini diharapkan dapat mendalami ten-

tang skema AP sehingga dapat memperkaya

gagasan mengenai skema AP itu sendiri,yang

terdiri atas tiga hal, yakni:

1. Pemahaman tentang AP;

2. Implementasi AP dalam penyediaan
infrastruktur PUPR; dan

3. Model penghitungan nilai pembayaran
yang akan dilakukan Pemerintah dalam
skema AP.

Pemahaman Availability Payment

Salah satu pertanyaan yang sering
muncul tentang AP adalah apakah skema
AP sama dengan mencicil atas aset in-
frastruktur yang dibangun oleh badan
usaha?. Cicilan terhadap aset infrastruktur
yang dibangun oleh badan usaha dikenal
dengan beberapa istilah. Di sektor jalan
tol, skema ini dikenal sebagai “modi-
fied turnkey” yang sudah cukup banyak
digunakan oleh badan usaha jalan tol
ketika membayar kontraktor mereka, se-
perti di proyek tol Purbalenyi. Di sektor

air minum, skema cicilan aset tersebut
dikenal dengan nama “trade credit”. Baik
“modified turnkey” maupun “trade credit’
sesungguhnya adalah objek yang sama
dimana pengguna jasa membayar kon-
traktor dengan cara mencicil produk
konstruksi yang telah terbangun dengan
periode pembayaran biasanya 1 sampai
dengan 5 tahun. Kemiripan antara skema
AP dengan skema cicilan seperti modified
turnkey ataupun trade credit adalah adanya
komitmen membayar setiap periode
sesuai perjanjian. Namun demikian, ada
tiga perbedaan mendasar dari keduanya,
yang pertama adalah dalam skema AP,
pembayaran dilakukan setiap periode
hanya apabila badan usaha telah dapat
memenuhi kualitas layanan sesuai yang
diperjanjikan, sedangkan dalam skema
cicilan aset, pembayaran pasti dilakukan
apabila telah jatuh tempo dan tidak ber-
gantung kepada kualitas layanan. Per-
bedaan yang kedua adalah dari aspek
pembagian risiko. Dalam skema AP, se-
perti halnya skema KPBU lainnya, ter-
dapat pembagian risiko yang signifikan
kepada badan usaha, khususnya risiko




pembiayaan serta risiko operasional dan
pemeliharaan, sedangkan pada cicilan
aset, pembagian risiko kepada badan
usaha sebatas risiko desain-konstruksi.
Perbedaan yang ketiga adalah dari aspek
waktu pembayaran, dimana dalam skema
AP, pembayaran dilakukan selama jangka
panjang 10-30 tahun, sedangkan pada
skema cicilan aset, pembayaran dilakukan
hanya dalam kurun waktu 1-5 tahun.

sana KPBU kepada perbankan untuk
melaksanakan proyek infrastruktur yang
berkisar 7%-8% (belum termasuk biaya
ekuitas yang diekspektasikan oleh pemilik
modal di badan usaha pelaksana yang
biasanya berkisar 11%-12% tergantung
risiko proyek). Dengan demikian selisih
biaya pendanaan skema AP berpotensi
lebih besar dibandingkan dengan skema
pengadaan barang/jasa menggunakan

Gambar 1. Market Sounding “Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera dengan Skema
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Ketersediaan Layanan/Availability Payment (KPBU — AP) yang

diselenggarakan pada 27 Februari 2018

Penggunaan skema AP di negara maju
seperti Inggris dan Australia didasari oleh
dua paradigma yang mendasar dalam
penyediaan infrastruktur. Yang pertama
adalah fokus bukan lagi hanya kepada
kualitas bangunan tetapi kepada kua-
litas dan keberlanjutan layanan publik,
yang kedua adalah analisis pembiayaan
dilakukan bukan lagi hanya pada saat
melakukan pembangunan, namun sepan-
jang siklus hidup proyek (desain-kon-
struksi-operasi-pemeliharaan-demolisi).
Meskipun skema AP dianggap memi-
liki manfaat yang besar dalam penye-
diaan infrastruktur, penggunaanya masih
memiliki isu yang menjadi bahan diskusi
di kalangan pelaku KPBU. Isu tersebut
terkait dengan biaya pendanaan (cost of
financing) skema AP yang dianggap lebih
mahal dibandingkan dengan skema kon-
vensional pengadaan barang/jasa meng-
gunakan APBN/D atau bahkan dengan
skema cicilan aset.

Sebagai ilustrasi, bunga pinjaman
luar negeri yang dilakukan oleh peme-
rintah untuk proyek infrastruktur biasanya
sebesar 3-5%, dibandingkan dengan
bunga pinjaman badan usaha pelak-

Beberapa regulasi

pun telah diterbitkan
pemerintah sebagai
payung hukum skema
AP antara lain melalui
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 260/

PMK.08/2016.
—

APBN/D yakni sebesar 2%-3% (15%
apabila memasukkan komponen biaya
ekuitas). Selisih biaya pendanaan tersebut
harus dapat terkompensasi oleh efisiensi
pengelolaan risiko yang dapat dilakukan
oleh badan usaha pelaksana KPBU selama
siklus hidup proyek serta memaksimalkan
potensi pendapatan komersial (apabila
ada).

Perbandingan secara kuantitatif antara
selisih biaya pendanaan dengan efisiensi
yang dapat dilakukan oleh badan usaha
pelaksana KPBU dikenal sebagai value for
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Penggunaan skema

AP di negara maju
seperti Inggris dan
Australia didasari oleh
dua paradigma yang mendasar
dalam penyediaan infrastruktur,
yang pertama adalah fokus
bukan lagi hanya kepada kualitas
bangunan tetapi kepada kualitas
dan keberlanjutan layanan publik,
yang kedua adalah analisis
pembiayaan dilakukan bukan

lagi hanya pada saat melakukan
pembangunan, namun sepanjang
siklus hidup proyek (desain-
konstruksi-operasi-pemeliharaan-
demolisi).

money kuantitatif yang salah satu penghi-

tungannya menggunakan metode Public

Sector Comparator (PSC). Namun demikian,

dengan alasan keterbatasan data his-

toris untuk mengkuantifikasi risiko, maka

VfM kuantitatif masih sangat sulit untuk

dilakukan secara baik dan benar, untuk itu

dapat menggunakan analisis VfM kuali-
tatif yang sederhana namun tajam seperti
yang dikembangkan oleh Komite Perce-
patan Pembangunan Infrastruktur Pri-
oritas (KPPIP). Prinsip yang dibangun oleh
KPPIP adalah bahwa melibatkan badan
usaha akan memberikan manfaat yang
lebih besar dibandingan dengan cara kon-
vensional DBB, apabila proyek memiliki
profil risiko tinggi atau dengan kata lain
proyek memiliki kompleksitas yang tinggi.

Kompleksitas suatu proyek dipengaruhi

oleh empat indikator berikut, yakni:

1. Penggunaan teknologi yang masih belum
banyak digunakan di Indonesia, seperti
penggunaan tunnel boring machine dalam
konstruksi terowongan;

2. Tuntutan kualitas dari pemanfaat layanan
yang tinggi;

3. Ruang untuk melakukan efisiensi opera-
sional yang besar; atau

4. Ruang inovasi komersial yang besar.
Contoh proyek yang dapat menjadi

lesson learn penggunaan skema AP adalah

proyek Palapa Ring yang terdiri atas

paket barat (estimasi investasi Rp 1,28

Triliun), paket tengah (estimasi investasi

Rp 1,38 Triliun) serta paket timur (estimasi

investasi Rp 5,13 Triliun). Menteri Komuni-

kasi dan Informasi bertindak sebagai Pe-
nanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
dalam proyek tersebut. Proyek Palapa

Ring memenuhi keempat kriteria suatu

proyek dilakukan melalui skema AP. Me-

laksanakan instalasi serat optik dan kabel
bawah laut sepanjang 1.980 Km tentunya
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membutuhkan teknologi yang belum
banyak pihak mampu melakukannya. Dari
sisi pemanfaat layanan, perusahaan pro-
vider internet sebagai pemanfaat layanan
juga menuntut kualitas layanan yang
tinggi dan berkelanjutan, sehingga akses
internet oleh masyarakat tidak terganggu.
Pada aspek operasional, badan usaha
pelaksana juga memiliki banyak ruang
untuk melakukan efisiensi pada saat ope-
rasional dan pemeliharaan, indikasi ruang
efisiensi yang besar salah satunya adalah
estimasi biaya operasi pemeliharaan yang
cukup besar dibandingkan dengan biaya
investasi.

Selain itu, untuk kriteria komersial,
kinerja badan usaha pelaksana dalam
memberikan kualitas layanan jaringan
akan mempengaruhi kinerja komersial
dari pemanfaat layanan yakni provider
internet yang pada akhirnya akan mem-
pengaruhi penerimaan negara berupa uni-
versal service obligation yang akan dibayar
oleh provider internet kepada Kemen-
komifo melalui BP3TI

Potensi Implementasi Skema AP Pada
Infrasruktur PUPR

Lalu bagaimana untuk infrastruktur
PUPR, apakah skema AP berpotensi untuk
digunakan? Jalan Tol dan Sistem Penye-
diaan Air Minum (SPAM) merupakan dua
sektor dimana telah ada proyek yang

Skema AP adalah
kepastian adanya
pembayaran dari
pemerintah kepada
badan usaha selama
kualitas layanan

terpenuhi.
|

dilakukan melalui skema KPBU. Untuk
Jalan Tol, basis pengembalian investasi
badan usaha adalah tarif yang dibayar
pemanfaat jalan tol. Sampai dengan
saat ini belum ada proyek jalan tol
yang dilakukan dengan skema AP. Lalu
bagaimana potensi skema AP digunakan
di sektor jalan tol? Sisi lain yang menarik
dari skema AP adalah kepastian adanya
pembayaran dari pemerintah kepada
badan usaha selama kualitas layanan
terpenuhi. Dengan demikian, apabila ada
proyek jalan tol yang dibangun menggu-
nakan skema AP, secara tidak langsung
akan menghilangkan risiko tidak terca-

|
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Gambar 2. Market Sounding “Proyek KPBU Sistem
pada 24 September 2018

painya pengembalian investasi badan
usaha karena jumlah lalu lintas harian
yang tidak sesuai proyeksi (risiko ini
dikenal sebagai “risiko traffic’ atau ‘risiko
demand”). Oleh sebab itu, penggunaan
skema AP di proyek jalan tol sesung-
guhnya adalah mengalokasikan ‘risiko
demand” sepenuhnya
Hampir dipastikan dengan skema AP akan
membuat badan usaha swasta lebih ter-
tarik untuk menjadi investor jalan tol teru-
tama pada ruas-ruas tol yang proyeksi lalu
lintas hariannya rendah, tentunya dengan

Aloknsi DIFA

|

ke pemerintah.

Penyediaan Air Baku Kertasari” yang diselenggarakan

Ada kesamaan antara
pembayaran PDAM

ke badan usaha atas
volume air curah

yang diserap dan pembayaran
pemerintah kepada badan usaha
untuk mengelola sampah (tipping
fee) dengan skema AP. Pada ketiga
skema tersebut, pembayaran
kepada badan usaha dilakukan
oleh pemerintah (PDAM adalah
BUMD perpanjangan tangan
pemerintah). Hal ini penting untuk
dipahami, karena pada akhirnya
kita hanya akan menemui dua
jenis KPBU yakni masyarakat
sebagai pemanfaat layanan
membayar atau pemerintah yang
membayar.

Sponsor I ender

Expuity/
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Pembayaran
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Gambar 3. Skema Availability Payment (AP)
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catatan kapasitas fiskal pemerintah juga
perlu diperhatikan dengan hati-hati.
Skema AP dalam proyek jalan tol pernah
di usulkan diimplementasikan untuk ruas
tol cileles-panimbang sepanjang 33 Km,
yang merupakan dukungan konstruksi
pemerintah untuk keseluruhan ruas jalan
tol Serang-Panimbang.

Berbeda dengan sektor jalan tol,
sektor SPAM merupakan sektor yang ke-
terlibatan badan usaha diregulasi peme-
rintah secara ketat. Keterlibatan badan
usaha dalam SPAM dibatasi di unit air
baku, unit produksi dan unit distribusi
yang operasi pemeliharaannya diserahkan
kepada BUMD. Dengan pengaturan yang
ketat tersebut, KPBU yang telah berjalan
di sektor SPAM sebagian besar dilakukan
dengan lingkup dimana badan usaha
menyediakan air curah kepada PDAM
yang selanjutnya PDAM akan mendistri-
busikannya kepada masyarakat. Adapun
basis pengembalian investasi badan
usaha adalah pembayaran oleh PDAM,
yang diukur berdasarkan volume air curah
yang diserap oleh PDAM. Pembayaran
tersebut biasanya dilengkapi dengan
klausul take or pay, yakni apabila PDAM
hanya menyerap air curah dibawah batas
minimal yang disepakati, maka PDAM
tetap harus membayar sejumlah batas
minimal tersebut.

Apakah pembayaran PDAM kepada
badan usaha dapat dikategorikan
sebagai skema AP? Pembayaran peme-
rintah kepada badan usaha dalam skema
AP tidak berbasiskan seberapa besar/
banyak kita menggunakan infrastruktur
terbangun seperti volume air curah atau
jumlah kendaraan yang melewati jalan,
namun berbasiskan hanya kepada keter-
sediaan layanan. Selain itu, dalam skema
pembayaran PDAM kepada badan usaha
yang berbasiskan volume serapan, “risiko

demand’ tidak sepenuhnya di tanggung
oleh PDAM, karena diatas batas minimal
serapan air curah, badan usaha hanya
menerima pembayaran sesuai volume air
curah yang diserap PDAM.

Sektor lain dimana dalam waktu
dengan beberapa proyek akan ditransak-
sikan melalui skema KPBU adalah sektor
pengolahan persampahan. Skema KPBU
pada sektor pengolahan persampahan
biasanya untuk penyediaan infrastruktur
ditahap hilir atau di tempat pembuangan
akhir (TPA). Pembayaran pemerintah
kepada badan usaha dalam KPBU pengo-
lahan sampah berbasiskan berat sampah
yang diolah oleh badan usaha di TPA atau
yang dikenal sebagai “tipping fee” (Rp/
Tonase sampah). Ada kesamaan antara
pembayaran PDAM ke badan usaha atas
volume air curah yang diserap dan pem-
bayaran pemerintah kepada badan usaha
untuk mengelola sampah (tipping fee)
dengan skema AP. Pada ketiga skema
tersebut,pembayaran kepada badan usaha
dilakukan oleh pemerintah (PDAM adalah
BUMD perpanjangan tangan pemerintah).
Hal ini penting untuk dipahami, karena
pada akhirnya kita hanya akan menemui
dua jenis KPBU yakni masyarakat sebagai
pemanfaat layanan membayar atau
pemerintah yang membayar.

Salah satu diskusi yang menarik
adalah untuk kasus proyek KPBU yang
diprakarsai oleh badan usaha (unsolic-
ited), apakah hanya dapat dilakukan untuk
pemanfaat layanan membayar, atau dapat
juga untuk pemerintah membayar. Sampai
dengan saat ini, belum ada reqgulasi yang
melarang badan usaha memprakarsai
proyek KPBU dengan skema pemerintah
membayar. Namun memang perlu kehati-
hatian dalam mengevaluasi prakarsa
badan usaha untuk proyek KPBU peme-
rintah membayar. Penulis berpendapat

Table 1 Potensi Penerimaan PJPK untuk Setiap Jenis Infrastruktur PUPR

Infrastruktur Potensi Penerimaan PJPK Dalam Skema AP
Tarif biaya Jasa Pengelolaan SDA (BJPSDA)
Bendungan Tarif sewa pemanfaatan BMN Untuk PLTA/PLTM/PLTMH
Tarif sewa pemanfaat BMN untuk kawasan pariwisata
Tarif sewa satuan rumah susun
Rusunawa

Tarif sewa pertokoan di kawasan rumah susun

SPAM

Tarif air minum dari sambungan rumah
Tarif air bersih oleh kawasan industri

Jalan Non-Tol

Denda atas over dimension-over load (ODOL)

Jalan Tol Tarif tol

Tarif sewa pemanfaatan BMN untuk rest area
FREE R Tarif jual listrik atau produk komersial hasil pemusnahan sampah
Persampahan
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bahwa selama badan usaha dapat mem-
buktikan bahwa suatu proyek dapat mem-
berikan Value For Money apabila dilakukan
melalui KPBU maka prakarsa sebetulnya
dapat dilakukan juga untuk KPBU dengan
skema pemerintah membayar. Saat ini
beberapa proyek infrastruktur PUPR
sedang dikembangkan melalui skema AP.

Ditjen Bina Marga sedang menyi-
apkan proyek Jalan Lintas Timur (Jalintim)
Sumatera untuk dilaksanakan menggu-
nakan skema AP. Di sektor sumber daya
air, ada dua proyek yang sedang dikem-
bangkan yakni bendungan Muara Juloi
dan sistem penyediaan air baku Kertasari.
Di sektor perumahan juga, rencananya
akan dikembangkan skema AP untuk
rumah susun sewa (rusunawa) di beberapa
kabupaten/kota yang dianggap berpo-
tensi seperti di Bandung, Bogor, Jonggol
dan Palembang. Selain itu, di sektor air
minum, muncul ide dari badan usaha
untuk melakukan instalasi sambungan
air minum ke rumah-rumah oleh PDAM
dengan menggunakan skema AP. Secara
umum implementasi skema AP memiliki
proses bisnis sebagaimana dapat dilihat
pada gambar 3. Berdasarkan proses bisnis
skema AP tersebut, setiap pembayaran
yang dilakukan oleh pemanfaat layan-
an akan menjadi penerimaan bagi PJPK
bukan menjadi penerimaan badan usaha
pelaksana. Adapun potensi penerimaan
PJPK untuk setiap jenis infrastruktur PUPR
dapat dilihat pada tabel 17

Apabila ada

provek jalan tol

yvang dibangun
menggunakan

skema AP, secara
tidak langsung akan
menghilangkan risiko
tidak tercapainya
pengembalian
investasi badan usaha
karena jumlah lalu
lintas harian vang

tidak sesuai proyeksi
|
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Pembangunan Infrastruktur

PERLU TENAGA AHLI SPESIFIKASI
KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN

#5 Syarkowi

pesifikasi teknis menjadi salah

satu bagian penting dalam kontrak,

spesifikasi teknis tersebut terkait

amanat Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, teru-
tama dalam sertifikasi kompetensi tenaga
kerja. Dalam Pasal 70 (1), dinyatakan setiap
Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di
bidang Jasa Konstruksi WAJIB memiliki Ser-
tifikat Kompetensi Kerja. Dalam Pasal 70
(2), dinyatakan setiap Pengguna Jasa dan/
atau Penyedia Jasa WAJIB mempekerjakan
Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki Ser-
tifikat Kompetensi Kerja.

Dari data yang ada, jumlah Tenaga Kerja
Konstruksi (TKK) di Indonesia, baik Tenaga
Ahli maupun tenaga terampil sangat-
lah kurang untuk memenuhi kebutuhan
pekerjaan yang ada apalagi dengan ma-
sifnya Pembangunan Infrastruktur saat ini.
Disamping itu, jenis Kompetensi Ke-Ahlian
(Sertifikat Keahlian= SKA), maupun Kete-
rampilan (Sertifikat Keterampilan = SKT)
untuk suatu bidang tertentu, juga masih
sangat terbatas seperti Ahli Keselamatan
jalan dan Ahli Lingkungan. Untuk itu
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, perlu
menggiatkan langkah-langkah  Program
Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Kon-
struksi (TKK).

Dari hal tersebut, salah satu spesifikasi
keahlian yang sangat diperlukan untuk men-

dukung Pembangunan Infrastruktur
adalah spesifikasi di bidang
ke-Bina Marga-an khususnya
pekerjaan  konstruksi jalan
dan jembatan. Hal ini meng-
ingat pembangunan jalan dan
jembatan sangat banyak dan
penting dalam percepatan Pem-
bangunan Infrastruktur yang saat
ini gencar dilakukan Pemerintah.
Untuk itu, Balai Uji Coba Sistem
Pendidikan dan Pelatihan jalan dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan,
Perumahan, Permukiman dan Pengem-
bangan Infrastruktur Wilayah, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, melaksanakan ke-
giatan Pelatihan Tenaga Pengajar/ Training
Of Trainers (TOT) Bidang Jalan dan Pengem-
bangan Infrastruktur Wilayah pada tanggal
4-6 Oktober 2018 di Bogor.

Para Peserta Pelatihan merupakan para
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Widyalswara dan Pejabat Fungsional yang
masih aktif maupun yang sudah Pensiun
di lingkungan Kementerian Pekerjaaan
Umum dan Perumahan Rakyat, yang di-
siapkan sebagai narasumber pada kegiatan
sosialisasi kepada pihak Pengguna Jasa dan
Auditor. Sedangkan untuk Penyedia Jasa,
yaitu Konsultan Perencana dan Konsultan
Pengawas serta Kontraktor, menjadi tang-
gungjawab Asosiasi Profesi untuk pelaksa-
naannya,dalam hal ini karena spesifikasinya
untuk Jalan dan Jembatan maka dilakukan
oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indo-
nesia (HPJI).

Spesifikasi Umum ini sesuai surat edaran
Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/
SE/Db/2018, tanggal 22 September 2018.
Penerbitan spesifikasi umum ini meru-
pakan penyesuaian terhadap Surat Edaran
Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 10/
SE/Db/2014 tentang penyampaian Standar
Dokumen Pengadaan dan Spesifikasi Umum
2010 (Revisi 3) untuk Pekerjaaan Konstruksi
Jalan dan Jembatan, dan untuk menjamin
kegiatan pekerjaan Konstruksi jalan dan
Jembatan yang berkualitas, serta memper-
timbangkan perkembangan teknologi kon-
struksi di bidang jalan dan jembatan.

Surat Edaran tentang Spesifikasi Umum
2018 ini dimaksudkan sebagai acuan teknis
bagi penyelenggaraan jalan dalam pelak-
sanaan pekerjaan konstruksi jalan dan
Jembatan, dengan tujuan untuk menye-
ragamkan tata cara pelaksanaan pekerjaan
konstruksi jalan dan jembatan agar kualitas
pekerjaan dapat terkendali. Lingkup Spesi-
fikasi Umum 2018 dalam surat edaran ini
mencakup pekerjaan Pembangunan Jalan,
Pembangunan Jembatan baru, Pekerjaan
peningkatan kapasitas jalan maupun pe-
ningkatan kapasitas Jembatan dengan pele-
baran, Pekerjaan Preservasi Jalan, Peker-
jaan Rehabilitasi Jembatan dan perkuatan
struktur Jembatan.

Pada revisi ketiga ini spesifikasi umum
terbagi dalam 10 (sepuluh) divisi namun ada
beberapa perubahan maupun penambahan
menyesuaikan kebutuhan lapangan saat ini,
seperti tergambar pada tabel di atas.

Secara umum spesifikasi ini memuat
ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan
persyaratan mutu bahan, baik bahan baku,
olahan maupun bahan jadi, petunjuk pelak-
sanaan terinci termasuk ketentuan-keten-
tuan peralatan, percobaan dan pelaksanaan,
pengendalian mutu pekerjaan untuk men-
capai mutu yang dipersyaratkan dan tata
cara pengukuran dan pembayaran.

Spesifikasi Umum ini hanya diperun-
tukan bagi pelaksanaan pekerjaan jalan
dan jembatan namun tidak termasuk jalan

bebas hambatan atau jalan tol. Spesifi-
kasi ini disusun melalui beberapa tahapan
dengan melibatkan para praktisi dan akade-
misi/Perguruan Tinggi dan Pusat Penelitian
Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pus-

Spesifikasi umum

Umum
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kategori terampil Ditjen Bina Konstruksi
telah melakukan kerjasama dengan stake-
holder bidang konstruksi seperti BUMN/
BUMD, Asosiasi, Lembaga, dan Perguruan
Tinggi mengadakan pelatihan-pelatihan

Revisi Devisi Umum
sesuai Kebutuhan Lapangan

Umum;

Drainase

Drainase;

Pekerjaan tanah;

1
2
3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik;
4

Pekerjaan Preventif;

Pelebaran perkerasan dan Bahu Jalan;

Perkerasan Berbutir dan Perke-
rasan Beton Semen;

Perkerasan berbutir dan Perkerasan Be-
ton semen;

6. Perkerasan Aspal;

Perkerasan Aspal;

7. Struktur;

Struktur;

8. Rehabilitasi Jembatan;

Pengembalian Konsdisi dan Pekerjaan
Minor;

Pekerjaan Harian dan Pekerjaan

3. Lain-lain; dan

Pekerjaan Harian; dan

10. | Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja

Pekerjaan Pemeliharaan Rutin.

jatan), Badan Pengembangan dan Peneli-
tian Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, yang didalamnya juga
mengatur tentang Manajemen Keselamatan
Lalu Lintas,Pengamanan Lingkungan Hidup,
serta penanganan Keselamatan dan Kes-
ehatan Kerja (K3) Konstruksi.

Ketentuan-ketentuan diatas, haruslah
dipahami sejak penyiapan Dokumen Pen-
gadaan berupa Detail Desain dan Gambar
Rencana. Untuk pekerjaan khusus yang
belum tercantum dalam Spesifikasi Umum
ini, seperti penggunaan Material serta
Teknologi tinggi dengan penggunaan peral-
atan khusus juga, maka di perlukan Spesifi-
kasi khusus dengan persetujuan Direktur
Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

Analisa harga satuan pekerjaan juga
perlu disesuaikan, untuk pekerjaan kon-
struksi jalan dan jembatan di gunakan untuk
Lelang dini Tahun Anggaran 2019, yang
tentunya perlu Analisa Harga Satuan atau
Engineer’s Estimate (EE) maupun Owner’s
Estimate (OE). Dalam rangka penyusunan
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
bidang jalan dan jembatan dibuat Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2016 tentang
Pedoman Analisis Harga satuan Bidang
Pekerjaan Umum, khususnya pada bagian
Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan
(AHSP) Bidang Bina Marga.

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian
PUPR terus berupaya untuk bmemenuhi
kebutuhan tenaga kerja konstruksi baik
dalam kategori terampil maupun ahli.Dalam

yang mampu membuktikan kemampuan
tenaga kerja konstruksi berupa sertifikat.

Pelatihan-pelatihan yang dilakukan
Ditjen Bina Konstruksi antara lain pelatihan
on site atau melakukan pelatihan langsung
tempat bekerja tenaga kerja konstruksi,
pelatihan mobile training unit (MTU) atau
unit pelatihan keliling yang diharapkan
mampu menjangkau tenaga kerja kon-
struksi hingga kepelosok-pelosok negeri.
Selain kedua pelatihan itu, baru-baru ini
Kementerian PUPR mengadakan kerjasama
dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenhuham) untuk mengadakan
pelatihan bagi warga binaan lembaga
pemasyarakatan. Sementara itu, bagi tenaga
kerja ahli konstruksi Ditjen Bina Konstruksi
telah melakukan kerjasama untuk men-
gadakan pelatihan jarak jauh atau distance
learning untuk bisa meningkatkan jumlah
tenaga ahli bidang konstruksi di Indonesia.
Melalui program Sistem Belajar Intens Man-
diri (SIBIMA) diharapkan para calon-calon
insinyur muda dapat melatih diri sebelum
terjun ke bidang konstruksi sebenarnya.

Dengan adanya sinergi antara penyedia
jasa dan pengguna jasa dalam bidang
konstruksi dalam menjalankan visi dalam
membangun infrastruktur untuk negeri
dapat segera terwujud dengan kualitas ba-
ngunan yang mumpuni serta tenaga kerja
konstruksi yang berkompeten dan handal.
Sehingga pembangunan infrastruktur yang
merata dan peningkatan nilai perekono-
mian di seluruh daerah di Indonesia dapat
segera terwujud. *
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#5 Meylina Hasbullah (Pembina Jasa Konstruksi Muda)

Kebijakan
an Kelayakan

ernah dengar bahwa salah satu

fungsi Aparat Sipil Negara (ASN)

adalah pembuat dan pelaksana

kebijakan publik? Sesuai amanat
UU ASN No. 15 tahun 2014, fungsi ASN
adalah Pembuat dan Pelaksana Kebijakan
Publik, Pelayan Publik serta Perekat dan
Pemersatu Bangsa.

Bisa dibayangkan ASN yang bekerja
sehari-hari di pemerintahan, selain sebagai
pembuat kebijakan, juga sebagai pelaksana
dan yang merasakan manfaat dari kebijakan
tersebut. Bagaimanapun ASN juga bagian
dari masyarakat Indonesia bukan?

Kebijakan dan penegakan aturan yang
jelas, menunjukkan pemerintah hadir untuk
rakyatnya. Tanpa aturan dan kebijakan yang
jelas, yang ada malah “hukum rimba; yang
kuat memakan yang lemah. Siapa yang kuat
dia yang menang.

Persoalannya, lebih dahulu kebijakan
ada kemudian dirasakan manfaatnya atau
kebutuhan akan kebijakan tersebut yang
terlebih dahulu hadir? Belum lagi rentetan
pelaksanaan dan pengawasannya yang ha-
rusnya konsisten dan berkesinambungan.

Kenapa? Karena manusia selalu
berubah. Hari ini perlu A besok perlu K, se-
perti kita tahu kata pepatah : “tidak ada
yang tidak berubah kecuali perubahan itu
sendiri”.

Kebijakan ~ada  untuk  mengatur
masyarakat. Namun, kebijakan itu sendiri
hadir untuk masyarakat. Jiwa, semangat dan
keberpihakannya ada disana. Kelayakan
adalah bagi yang merasakan manfaat dari
kebijakan tersebut.
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Pro dan kontra selalu hadir. Tidak usah
jauh-jauh, yang paling ‘now adalah kepu-
tusan MA di bulan September 2018 yang
mengabulkan permohonan agar mantan
napi korupsi bisa maju nyaleg (mencalonkan
diri menjadi calon anggota legislatif). Salah
satu pertimbangan MA dalam mengabulkan
gugatan tersebut karena materi dalam
Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 yang
melarang pencalonan eks napi bandar nar-
koba, kejahatan seksual terhadap anak, dan
korupsi untuk menjadi Calon Anggota DPR,
DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
diterbitkan sebelumnya, dianggap berten-
tangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilu.

Tanpa aturan dan
kebijakan yang jelas,
vang ada malah
“hukum rimba,” yang
kuat memakan yang
lemah. Siapa yang
kuat dia vang menang.

A
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Padahal korupsi adalah kejahatan luar
biasa dan masyarakat perlu dilindungi dari
kejahatan luar biasa tersebut. Bagaimana
menyikapinya? Pertanyaan kembali hadir,
kebijakan dan kelayakan bagi masyarakat
yang mana yang perlu dilayani? Namun tiap
lembaga pasti memiliki alasan tersendiri
dalam membuat keputusan sesuai kompe-
tensi yang dimiliki dan amanah yang diem-
bannya.

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian
PUPR terus mengeluarkan kebijakan-kebi-
jakan sebagai bentuk pembinaan jasa kon-
struksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dari kebijakan tentang pembinaan peny-
elenggaraan, kelembagaan dan sumber
daya jasa konstruksi maupun pelaksanaan
kebijakan di bidang pemberdayaan dan pe-
ngawasan penyelenggaraan jasa konstruksi
yang dilaksanakan oleh masyarakat dan
pemerintah daerah.

Menginduk pada Nawacita, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, Rencana
Strategis  Kementerian/Lembaga, Ren-
cana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga, roda koordinasi pe-
rencanaan dan pencapaian pemerintah
terus diantisipasi sesuai perkembangan
jaman.

¥

e

Rencana Strategis (5 tahunan) 2015-
2019 sebentar lagi berakhir. Bagaimana
dampak pembinaan jasa konstruksi yang
telah dilakukan? Tentunya ada beragam
indikator yang mempengaruhinya. Sekedar
ilustrasi, beberapa contoh regulasi pem-
binaan konstruksi dalam beberapa tahun
terakhir, antara lain:

* Undang-undang No. 2 tahun 2017 ten-
tang Jasa Konstruksi,

» Peraturan Menteri PUPR No. 2 tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri PU No. 05/PRT/M/2014 ten-
tang Pedoman Sistem Manajemen Kes-
elamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Konstruksi Bidang PU,

» Peraturan Menteri PUPR No. 19 tahun
2017 tentang Standar Remunerasi Mi-
nimal Tenaga Kerja Konstruksi pada
Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa
Konstruksi,

+ Peraturan Menteri PUPR No. 12 tahun
2017 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terinte-
grasi Rancang Bangun (Design and Build),

+ Peraturan Menteri PUPR No. 10 tahun
2016 tentang Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan
Air Minum,

+ Peraturan Menteri PUPR No 45 tahun
2015 tentang Pengembangan Kepro-

V-
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fesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Kon-
struksi Indonesia,

» Peraturan Menteri PUPR No. 51 tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pe-
ngurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan
Fungsi, serta Mekanisme Kerja LPIJK,

» Peraturan Menteri PU No. 5 tahun 2015
tentang Pedoman Umum Implementasi
Konstruksi Berkelanjutan pada Penye-
lenggaraan Infrastruktur di Bidang
Pekerjaan Umum dan Permukiman,

» Keputusan Menteri PUPR No. 897 tahun
2017 tentang Besaran Remunerasi Mi-
nimal Tenaga Kerja Konstruksi pada
Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi,

» Keputusan Menteri PUPR No. 914 tahun
2017 tentang Penetapan Unit Layanan
Pengadaan Kementerian PUPR,

 Surat Edaran Menteri PUPR No. 17 tahun
2017 tentang Perjanjian antara Penyedia
Jasa dengan Subpenyedia Jasa dalam
Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi,

* Instruksi Menteri PUPR No.4 tahun 2016
tentang Penerbitan Surat Keterangan
Pengalaman Kerja bagi Tenaga Kerja
Konstruksi di Kementerian PUPR.
Dengan banyaknya regulasi yang telah

dikeluarkan tersebut, di tengah maraknya

Pembangunan Infrastruktur sekaligus era

digital, kita lihat bagaimana perkembangan

sektor jasa konstruksi di masa mendatang,

what’s next? ***

| —
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Penjaminan Mutu Sertifikasi
Tenaga Kerja Konstruksi

#» Darti Tresnawati, SE, MT

rogram percepatan sertifikasi

tenaga kerja kerja konstruksi

merupakan salah satu program

unggulan yang diinisiasi oleh
Direktorat Bina Kompetensi dan Produkti-
vitas Konstruksi dengan eksekutor lapangan
balai jasa konstruksi wilayah di lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dilun-
curkannya program percepatan sertifikasi
tenaga kerja konstruksi merupakan salah
satu upaya untuk memenuhi gap kebutuhan
tenaga kerja konstruksi. Program ini diawali
dengan melaksanakan Identifikasi Kebu-
tuhan Akan Pelatihan (KAP) oleh Direktorat
Bina Kompetensi dan Produktivitas Kon-
struksi pada tanggal 8-9 Januari 2018 di
Bandung.

Target Renstra tahun 2014 sd 2019
adalah terciptanya 750.000 tenaga kerja
konstruksi bersertifikat. Sedangkan capaian
tahun 2014 sd 2017 adalah 660.000 (data
Juni 2018) tenaga kerja konstruksi berserti-
fikat. Artinya masih ada gap sebesar 90.000
tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau
45.000 per tahun. Hingga oktober 2018,
jumlah peserta kegiatan uji kompetensi
yang dilaksanakan balai mencapai 30.300
orang artinya belum memenuhi target total
per tahun (akses daya naker per 02 oktober
2018).

Hasil identifikasi pada semester 1 2018
dititik beratkan pada pelaksanaan sertifi-
kasi uji di lingkungan internal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
pada proyek di lingkup Kementerian PUPR
seperti Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat
Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan. Sedangkan pada
semester 2 tahun 2018 prioritas kegiatan
dilakukan untuk mendorong pemerintah
kabupaten/ kota untuk melaksanakan serti-
fikasi uji terampil konstruksi.

Pelaksanaan rapat koordinasi kabu-
paten/kota diharapkan dapat menjaring
informasi lebih rinci terkait pemahaman
dalam penyelenggaraan pelatihan / serti-
fikasi uji tenaga terampil konstruksi seka-
ligus mendorong kebijakan pemerintah
kabupaten / kota dalam penganggaran
dan melaksanakan kegiatan uji kompetensi

tenaga terampil. Konsekuensi logis dari
pelaksanaan program percepatan sertifikasi
tenaga kerja konstruksi dapat dilihat salah
satunya dari pelaksanaan kegiatan. Terdapat
beberapa kebijakan signifikan yang berbeda
dengan pelaksanaan sertfikasi uji reguler
antara lain:

Kegiatan sertifikasi Uji

Peserta langsung di uji

Program Percepatan

berlaku sertifikat adalah 3 tahun. Dalam
program percepatan sertifikasi  uji
asessor tidak di cek kepemilikan serti-
fikat maupun masa berlaku sertifikat.
¢. Waktu assesment

Pelaksanaan assessment dilaksanakan
dalam satu hari. Proses assessment
dilakukan dengan waktu beragam
antara 5 sd 15 menit per asesi. Dengan
waktu yang singkat, hal ini tidak dapat
mencerminkan kualifikasi tenaga kerja
konstruksi.

Program sertifikasi Uji Regulerl

Pelatihan terlebih dahulu

asessor

Pelaksanaan . -

lapangan kemudian uji

Penilaian satu (1) orang A .
Assessor asesi oleh satu (1) orang e EIEM T CE EES

oleh tiga (3) orang asessor

Verifikasi Bekas | KTP

KTP, ljazah, CV peserta

Beberapa hari setelah dinyatakan

c.Kelas 3 =Rp 145.000

Sertifikat One day service kompeten
a.Kelas 1 = Rp. 336.000 a.Kelas 1 = Rp. 460.000
Biaya b. Kelas 2 =Rp 202.000 b.Kelas 2 =Rp 350.000

c.Kelas 3 =Rp 610.000

Setelah balai jasa konstuksi wilayah
melaksanakan program percepatan sertifi-
kasi uji tenaga kerja konstruksi, timbullah
pertanyaan, apakah tenaga kerja konstruksi
yang disertifikasi memiliki standar yang
sama dan dapat dijamin kualitasnya? Per-
tanyaan ini wajar dikemukanan mengingat
seluruh sumber daya di prioritaskan untuk
mengurangi gap tenaga kerja konstruksi
atau dengan kata lain meningkatkan tenaga
kerja konstruksi bersertifikat.

Agar dapat menjawab pertanyaan di
atas, perlu dikaji beberapa hal antara lain:
a. Honor asessor

Honor asessor baik pada program per-

cepatan maupun pada program regular

dibayar berdasarkan jumlah peserta uji
yang kompeten. Artinya honor asessor
berbanding lurus dengan jumlah peserta
kompeten. Hal ini secara psikologis men-
dorong asessor untuk memberikan hasil
kompeten pada seluruh peserta uji.

b. Cek kompetensi asessor

Asessor yang akan melakukan assess-

ment wajib memiliki sertifikat asessor

dan sertifikatnya masih berlaku. Masa

d. Sertifikat yang dimiliki oleh asesi
Pada dasarnya manusia memiliki
beberapa keunggulan, namun perlu
dibatasai keunggulan yang yang paling
utama. Sertifikat tenaga kerja konstruksi
yang dimiliki bisa lebih dari 1, namun
perlu dibatasi karena pada dasaranya
manusia tidak ahli dalam seluruh hal.
Dari beberapa hal diatas, dapat disim-
pulkan bahwa program percepatan serti-
fikasi tenaga kerja konstuksi belum sepe-
nuhnya bisa menjawab penjaminan mutu
tenaga kerja konstruksi dan standar yang
dimiliki. Oleh karena itu perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program percepatan sertifikasi uji bukan
hanya terbatas pada jumlah tenaga kerja
konstruksi yang dihasilkan dalam program
percepatan sertifikasi uji namun juga proses
pelaksanaan sertifikasi uji. Hal ini diper-
lukan karena hasil konstruksi membutukan
tenaga kerja konstruksi kompeten dan men-
cipatakan tenaga kerja kompeten membu-
tuhkan perjuangan dan perbaikan secara
terus menerus. *
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Analisis Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pada Layanan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

#5 Zaenal Arifin

engaturan dibidang jasa kon-

struksi sangat diperlukan untuk

menjamin penyelenggaraan jasa

konstruksi berjalan tertib sesuai
dengan kepastian hukum, yaitu sesuai
Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi. Salah satu perbedaan peng-
aturan penyelenggaraan jasa konstruksi
dalam Undang-Undang yang baru yaitu
UU No 2 Tahun 2017 adalah terkait dengan
adanya sumber pembiayaan penyelengga-
raan sebagian kewenangan yang dilakukan
oleh Lembaga.

Dijelaskan dalam Bab X Partisipasi
Masyarakat Pasal 84 dinyatakan bahwa
dalam rangka penyelenggaraan sebagian
kewenangan yang dilakukan oleh Lembaga
dibiayai dengan anggaran pendapatan
dan belanja negara/sumber lain yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya biaya yang diper-
oleh dari masyarakat atas layanan dalam
penyelenggaraan sebagian kewenangan
yang dilakukan Lembaga merupakan pen-
erimaaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dengan demikian sumber pembi-
ayaan dalam penyelenggaraan sebagian
kewenangan yang dilakukan oleh Lem-
baga sesuai UU no 2 tahun 2017 terdapat
2 (dua) sumber yaitu berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) dan
penerimaaan negara bukan pajak (PNBP).
Pembiayaan tersebut ditujukan pada lem-
baga yang akan dibentuk sebagai suatu
organisasi yang akan menjalankan seba-
gian kewenangan pemerintah pusat. Lem-
baga ini juga merupakan perwujudan dari
keikutsertaan atau partisipasi masyarakat
jasa konstruksi sebagaimana Pasal 84 ayat
(1) dan (2).

Tujuannya dari sumber pembiayaan
lembaga sebagaimana disebutkan diatas
adalah menunjang operasionalisasi
pelayanan yang dilakukan oleh lembaga.
Negara memandang bahwa pelayanan
kepada masyarakat pada dasarnya adalah
kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai
UU No 2 Tahun 2017 yang pembiayaannya
dilakukan oleh negara melalui anggaran

PNBP jasa

konstruksi yang akan
dilaksanakan oleh
lembaga telah di bahas
akan segera diajukan
ke kementerian
Keuangan.
|

pendapatan dan belanja negara (APBN)
Namun demikian negara tetap mengenakan
pembiayaan layanan ini kepada masyarakat
melalui penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) sesuai Pasal 84 ayat (8). Hal ini agar
tidak memberatkan APBN dan apa yang
dikeluarkan masyarakat akan kembali dan
bermanfaat untuk masyarakat dalam hal ini
pelayanan dari Lembaga.

Pada dasarnya, penerimaan negara ter-
bagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu pen-
erimaan dari pajak dan penerimaan bukan
pajak yang disebut penerimaan negara
bukan pajak (PNBP). Menurut UU No. 20
Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh peneri-
maan Pemerintah Pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan.

UU  tersebut juga
kelompok PNBP meliputi:

a. penerimaan yang bersumber dari pen-
gelolaan dana Pemerintah;

b. penerimaan dari pemanfaatan sumber
daya alam;

C. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan
kekayaan Negara yang dipisahkan;

d. penerimaan dari pelayanan yang dilak-
sanakan Pemerintah

e. penerimaan berdasarkan putusan pen-
gadilan dan yang berasal dari penge-
naan denda administrasi;

f. penerimaan berupa hibah yang meru-
pakan hak Pemerintah

g. penerimaan lainnya yang diatur dalam

Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan
dengan Undang-undang, jenis PNBP yang
tercakup dalam kelompok sebagaimana

menyebutkan

terurai diatas, ditetapkan dengan Pera-
turan Pemerintah. Artinya di luar jenis PNBP
terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP
lain melalui Penetapan sumber pembiayaan
lembaga jasa konstruksi telah dinyatakan
dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi dan masuk dalam kelompok pen-

erimaan dari pelayanan yang dilaksanakan

oleh pemerintah. Untuk operasionalisasinya
maka diperlukan peraturan pemerintah
mengenai tarif pelayanan tersebut.

Dalam rangka merealisasikan pen-
erapan penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) bagi lembaga, maka menurut Pera-
turan Pemerintah nomor 1 tahun 2004 ten-
tang tatacara penyampaian rencana dan
laporan realisasi penerimaan negara bukan
pajak pasal 1 angka 5,rencana PNBP adalah
hasil penghitungan/penetapan PNBP yang
diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu)
tahun yang akan datang.

Rencana PNBP yang akan diterima
dalam 1 (satu) tahun yang akan datang oleh
lembaga adalah berdasarkan kewenangan
yang diberikan berdasarkan UU No 2 Tahun
2017 dan juga berdasarkan tarif yang men-
gacu pada peraturan pemerintah tentang
tarif PNBP lembaga yang akan di usulkan.
Rencana inilah yang dihitung dan menjadi
penetapan PNBP.

Menurut Undang-Undang Nomor 20
tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak pasal 2 ayat (1) disebutkan
bahwa kelompok PNBP, meliputi jenis - jenis
penerimaan sebagai berikut:

1. Penerimaan yang bersumber dari pen-
gelolaan dana pemerintah.

2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber
daya alam.

3. Penerimaan dari hasil-hasil kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan pemer-
intah.

4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan pemerintah.

5. Penerimaan berdasarkan putusan pen-
gadilan dan yang berasal dari penge-
naan denda administrasi.

6. Penerimaan berupa hibah yang meru-
pakan hak pemerintah.

7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam
undang - undang tersendiri.
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Analisis Terhadap Jenis dan Tarif PNBP
Lembaga Jasa Konstruksi

Sebagaimana vyang telah dijelaskan
di atas, bahwa jenis penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) jasa konstruksi yang
akan dilaksanakan oleh lembaga telah di
bahas akan segera diajukan ke kemente-
rian Keuangan. Bila dilihat dari pendekatan
penentuan besaran tarif PNBP sesuai kelom-
poknya, maka pendekatan berdasarkan Pen-
dekatan Zero or Cost Minus, dan Pendekatan

Just Cost Tarif.
Pendekatan zero or cost minus,dikenakan
pada pelayanan kepada masyarakat

umumnya diberikan pada jasa pelayanan
publik yang merupakan kebutuhan men-
dasar bagi masyarakat. Pendekatan ini
adalah dimana tarif PNBP yang dikenakan
kepada masyarakat adalah nol (gratis) atau
lebih rendah dibandingkan dengan biaya
penyelenggaraan atau penyediaan jasa
(dalam rangka melaksanakan kegiatan
pengaturan dan pelayanan) yang dikelu-
arkan oleh Pemerintah.

Jenis PNBP jasa konstruksi oleh Lem-
baga Pengembangan Jasa Konstruksi yang
memungkinkan pada pendekatan ini adalah
Registrasi, yang tarif PNBP nya nol atau
digratiskan atau tarifnya lebih rendah dari
biaya penyelenggaraan atau penyediaan
jasa yang dikeluarkan pemerintah. Menurut
penulis untuk Registrasi Jasa Konstruksi
sebaiknya dipertimbangkan tarif PNBP
menjadi nol atau gratis, karena menyangkut
pelayanan dasar pemerintah dan memang
menjadi tugas administratif pemerintah
untuk hal tersebut dan dianggap kebutuhan
dasar bagi masyarakat jasa konstruksi. Reg-
istrasi dimaksud adalah registrasi badan
usaha, registrasi pengalaman badan usaha,
registrasi penilai ahli, registrasi tenaga kerja
konstruksi, registrasi pengalaman profes-
sional tenaga kerja konstruksi, dan regis-
trasi lembaga pendidikan dan pelatihan
konstruksi. Namun karena registrasi men-
jadi layanan utama dari Lembaga dan
membutuhkan sistem informasi yang kuat
dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit
maka layanan ini masih dihitung dalam
masukkan Lembaga yang merupakan PNBP.

Biaya penyelenggaraan atau penye-
diaan jasa pelayanan registrasi ini secara
otomatis harus masuk atau disediakan
dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) dan menjadi anggaran atau
DIPA /RKAKL Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi. Oleh karena itu harus dihitung
secara cermat kebutuhannya pertahun
dengan akun/komponen/sub komponen
yang sesuai dengan jenis pengeluarannya/
outputnya. Kebijakan pengurangan biaya

registrasi ini akan mengurangi beban
masyarakat jasa konstruksi baik badan
usaha atau usaha perorangan/tenaga kerja
konstruksi dan sebagai bentuk pelayanan
prima dari pemerintah.

Selain registrasi, pengenaan PNBP pada
jasa konstruksi adalah untuk perijinan per-
wakilan badan usaha jasa konstruksi asing,
penyetaraan badan usaha asing, akreditasi,
lisensi bagi lembaga yang melaksanakan
sertifikasi badan usaha, akreditasi bagi aso-
siasi profesi, dan penyetaraan tenaga kon-
struksi asing. Untuk hal tersebut memer-
lukan pertimbangan dan kebijakan dari
pimpinan khususnya dari Menteri peker-
jaaan Umum dan Perumahan rakyat.

Sesuai dengan Undang-Undang No 20
tahun 1997, PNBP adalah bersifat umum
dan fungsional, yaitu yang bersifat Umum
adalah tidak berasal dari pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya, sedangkan
fungsional adalah berasal dari hasil pun-
gutan Kementerian/Lembaga atas jasa yang
diberikan sehubungan dengan tugas pokok
dan fungsinya. Dengan demikian PNBP
yang dikenakan oleh Lembaga Pengem-
bangan Jasa Konstruksi adalah PNBP Fung-
sional, yang dapat digunakan kembali oleh
lembaga tersebut. Oleh karena itu Lem-
baga nantinya harus mengajukan peng-
gunaan dana PNBP tersebut yang jumlah
persentasenya ditentukan oleh Kemen-

terian Keuangan Rl tentang persetujuan
penggunaan sebagian dana PNBP pada K/L
atau Lembaga Pengembangan Jasa Kon-
struksi.

Mengenai tarif PNBP yang akan diu-
sulkan sebagaimana dijelaskan di atas,
adalah Metode Just Cost Tarif atau atau lebih
rendah dibandingkan dengan biaya penye-
lenggaraan atau penyediaan jasa. Tarif yang
diusulkan akan dibahas bersama dengan
Kementerian Keuangan RI,yang selanjutnya
akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP)
jenis dan tarif untuk setiap Kementerian
dan lembaga apabila di setujui. Proses pem-
bahasan dan penetapan sampai dengan ter-
bitnya peraturan pemerintah tentang jenis
dan tarif ini memerlukan waktu yang sangat
panjang. Oleh karena itu sesuai aturan apa-
bila belum terbit PPyang baru,maka PPyang
lama masih berlaku yaitu PP No 38 tahun
2012,yang mana tarif untuk pelayanan jasa
konstruksi khususnya perijinan perwakilan
badan usaha asing masih menggunakan
tarif atau ketentuan yang lama. Dengan
demikian jenis dan tarif untuk PNBP jasa
konstruksi seperti disebutkan di atas belum
dapat dilakukan kepada masyarakat jasa
konstruksi khususnya badan usaha/usaha
perseorangan dan tenaga kerja konstruksi.
Sehingga Pemerintah harus menyediakan
dana sepanjang belum terbitnya PP PNBP
untuk Kementerian PUPR.*
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